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RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEI,OLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021.2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAPANULI SEI.ATAN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pes€l 272 dan
pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah
men]rusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
ditetapkan dengan Perauran Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebqgaim€ma
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 202l-2026.

Mengingat l. Pasal lE Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor lO92);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Talun 2OO7 terrtarlg Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
33, Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47OO);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1l Tahun 202O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2O2O
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pemb€ntukan Peraturan Perundang-Undangan
sebaga.imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 6398);

10. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor 6485);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O8 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor
21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
kmbaran Negara Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 6042);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2Ol7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l8 Tahun
2020 tentang Renca-na Pembangunan Jangka Menengah
Nasiona.l Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor lO);

19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2O16 tentang
Percepatan Pelaksanaaa Proyek Strategis Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 1O9 Tahun 202O tentang
Perubahan Ketiga. Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Elerita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor
E0 Tahun 2015 tentang Pembentukart Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangu.nan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembalgunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indones.in Tahun 2017 Nomor 1312);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O18

tent€.ng Pembuatan dan Pelaksanaar Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2O 18 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018

tentang Pedoman Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(B€rita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1538);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 10O Tahun 20i8 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 154O);

25. Peraturan Menteri DaJam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2019 Nomor I I 14);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);

29. Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37O8 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifrl<asi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaa-n
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2O20

tentang Menjaga. Ketahanan Pangan Nasional pada Saat
TangSap Darurat Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid- 19);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023:,

32. Peraturan Daerah Kabupa.ten Tapanuli Selatan Nomor 20
Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Pen)'r-rsunan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah (L,embaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O06 Nomor 186,

Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan);
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33. Peraturan Daerah lkbupaten Tapanuli Selatan Nomor 18

Tahun 20O7 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Ihbupaten Tapanuli Selatan tahun 2O05-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2007 Nomor 241);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2O16 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Sel,atan
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2O16 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 3OO,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 30);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5
Tahun 20 l7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor
289, Tambahan lembaran Daerah lhbupaten Tapanuli
Selatan Nomor 19) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5
Tahun 202O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Irmbaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
202O Nomor 307, Tambahan [embaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 35);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Aflggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggran 2O2l
(tembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2020 Nomor 309, Tambahan trmbaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 36);

38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selata-n (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 611);

39. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun
2O16 tentang Penetapan Standar Kode Klasihkasi,
Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2O16 Nomor 612);

40. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Ikbupaten
Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2O16 Nomor 659);



-6 -

4l. Peraturan Bupa.ti Tapanuli Selatan Nomor I I I Tahun
2O16 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Keda
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupa.ten
Tapanuli SeLatan Tahun 2016 Nomor 686);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
202r-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denga.n :

l. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Setatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Xabupa.ten Tapanuli Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupa.ti Tapanuli Selatan.
4. Perangkat Daerah adaLah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusen Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut BPKPAD mempunyai tugas mela,ksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan fungsi
penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapa.tan dan aset serta tugas
pemerintahan lainnya.

7. Rencana Pembangunan Jangla Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun sejak tahun 2O21 sampai dengan tahun 2026.

9. Rencana Sttategis Perangkat Keda yang selanjutnya disebut Renstra
adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5
(tma) tahun.

10. Rencana Ke{a Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
Dokumen Per€ncanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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12. Rencana Keq'a dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

16. Kebljakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh BPKPAD Kabupaten
Tapanuli Selatan untuk mencapai tujuan.

17. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh BPKPAD Ikbupaten Tapanuli Selatan untuk
mencapai saBaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa. atau kesemua
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang dit€tapken untuk mencapai secara
langsung sasaran program prioritas.

20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan
kesinambunga.n kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan
kegiatan 

^

21. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber
daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di
dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yarg hendak dicapai
dan tidak kaku.

22. l{tIlega adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik seca-ra kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capa.ian kineda suatu program atau
kegiatan.

24. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil
kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
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BAB II

PET{YIJSUNAN RENSTRA BADAN PENGEI'I.,A KEUANGAN, PENDAPATAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Pasal 2

Renstra BPKPAD Kabupaten Tapa.nuli Sel,aten berdasarkan hasi.l evaluasi
pelaksanaan dalam lima tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian
den gan perkembangan keadaan.

BAB III

]W}}I6\IIDII}I{Y ITUiU.BI$I

iHl:n

(1) Maksud PenyusunEn trtGErstf&,EfHfryID lleuupdofr' TEWTUD; sAlost. TBiurn
2021-2026 adalah agar program, kegiatan dan indikator Kine{a BPKPAD
Tahun 2021-2026 lebih realistis sesuai dengan perkernbangan ekonomi
daerah yang tetjadi serta kondisi kemampuan keuangan daerah yang ada
melalui efisiensi ataupun penajaman berbagai program kegiatan,
perges€ran antar unit organisasi, antar unit kegiatan dan antar unit belanja
sehingsa optimalisasi pencapaian target kineda dan sasaran program
kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tahun 2O2l-2O26
dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

(2) Tujuan Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupa.ten Tapanuli Selatan Tahun
202l-2026 untuk dapat dijadikan sebagai landasan penyusunan Renja
BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IV

SISTEMATIKA PEI,IYUSUNAN

Pasal 4

Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tehun 202l-2O26 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

I
n
III
1V

v
VI

VII
VIII

PENDAHULUAN

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA PROCRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KINERJA PEI{YELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP
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BAB V

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN

ASE-T DAERAH NABUPATEN TAPANULI SEI,ATAN

Pasal 5

(1) Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan dokumen
perencanaan 5 tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O21 - 2026 yang memuat arah
kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi malcro, prioritas
dan sasaran pembangunan daerah serta program dan kegiatan BPKPAD

disertai dengan target capaian kinerja dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

(2) Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 202l-2026
sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Pedoman bagi BPKPAD Kabupaten
Tapanuli Selatan dalam menyusun Rancangan Renja BPKPAD Kabupaten
Tapenuli Selatan.

Pasal 6

lsi beserta uraian Renstra BPKPAD Ihbupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-
2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan Renstra BPKPAD Ikbupaten Tapanuli Selatan meliputi
pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah.

(2) Kepala Badan membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas
pelaksanaan Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi
uraian tentang capaian dari masing-masing indikator kinerja program.

(3) laporan sebagni6ala dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan paling lambat empat belas hari
setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan.

(4) Laporan kine{a menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sagi analisis
dan evaluasi usulan anSSaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
BPKPAD Kabupa.ten Tapanuli Selatan.
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Pasal 8

Kepala Bappeda menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Renstra
BPKPAD Nabupaten Tapanuli SeLatan dengan RKA tahunan BPKPAD lhbupaten
Tapanuli Selatan.

BAB V]I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal, X te?kVgEP LDl
BUPATI TAPANULI SELATAN

DOLLY PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
Pada tanggal U qfiVUbE( lOA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

PARULIAN NASUTION
BERTTA DAERAH KABU'ATEN TApANULT SELATAN 1411tlN 2OzINOMOR lrLL

Salinan sesuai dengan aslinya
IAN HUKUM,

UTI, SH

ftd

r
GKAT I

I
198410 r O01
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Kabupaten Tapanuli Selatan memasuki periode pembangunan tahun

2021-2026 sesuai dengan terpilih Bupati Tapanuli Selatan H. Dolly putra

Parlindungan Pasaribu, S.Pt, MM dan Rasyid Dongoran, M. Si. Hal ini sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 202 I tentang perubahan

atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 .12-354 Tahun 2021 tentang

Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun

2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 24 Februari 2021. Pemimpin Daerah yang terpilih tersebut diwajibkan

untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai

dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 42 yang menyebutkan bahwa

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diselesaikan

paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahw 2021-2026,

perlu diikuti penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hal ini perlu

dilakukan untuk integrasi dan keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra.

Penyusunan Renstra Badaa Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 juga merupakan tindak lanjut

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Tahun 2021 - 206
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Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah Daerah.

Hal ini mengamanatkan agar pembangunan be{alan efektif, efisien dan

bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Suatu perencanaan

pembangunan diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah

dan tahunan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan

Rencana Ke{a (Renja) Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengamanatkan antara lain, bahwa

Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD

yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,

dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD).

Selanjutnya setelah melalui tahapan verifikasi Renstra akan disahkan dan

ditetapkan oleh Kepala Daerah sehingga menjadi Dokumen Renstra Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-

2026 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2 021 -2026.

R€,tcana Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabuwten Taryrulli &latat
Tohun 2021 - 20,26
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Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah antara satu dengan

yang lain ada saling keterkaitan.

Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta progmm dan

kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 harus

selaras/ konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat

dalam RPJMD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaart dan

penganggaran dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupten Tapanuli Selatan Tahm 2021-2026, sebagaimana telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, juga dalam rangka

mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak

langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebuhrhan pelayanan yang semakin

cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan

kegiatarL serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan

pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk

selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan dalam kurun waktu Tahw 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk

menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang

dan akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rmcf:na Strategis (RENSTR.,{-) BPKPAD Kabu$tm Taryuli *lat@t
Tahun 20.21 - 2ofr
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Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2021-2026 setelah disahkan dan ditetapkan Kepala Daerah akan menjadikan

Renstra menjadi bagian yang tidak telpisahkan dari dokumen-dokumen perencana:ut

Iainnya. Hubungan antara Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan dokumen

perencaftutn lainnya adalah sebagai berikut :

l. Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2021 -2026 ;

Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-
pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026;

Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan
kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tapanuli Selatan 2017-2037; dan

Renstra Badan Pengelola Keuangaa, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan-

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum atau dasar huk-um p€nyusunan Rencana Strategi Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

T atun 2021 -2026 ini adalah :

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan

2

3

4

I

Ren ara Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabupat€n Tarynuli Selatat?.
Tdhun 2021 - 20.26

t-4



Badan Pengelola Keuangsl, Pendawtol da7 Aset Daerah
Kabuwten Tarynuli Se latan

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaa
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teraklur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

10. Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor l5 Tahun 2010 tentang Penylenggaraan Penataan
Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201 7 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Rmcana Strdtegis (RENSTRA) BPKPAD Kabupatm Tawrutli selatall
Tahun 2021 - 20.26
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20'19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Covid-I9 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

18- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor l8 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor l0)'

20. Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 259);

21. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peratunn Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahrm
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangt'nan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencaaa
Pembangunan Jang:ka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13 l2);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 20 18 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

Renf,;na Strategis (RENS"RT{.) BPIPAD Kabuwten Tarynuli &latan
Tahun 20.21 - 2ofi

I-6



kdan Pengelola Kettangan, Pendaryt@t d.on Aset Daerah
Kabupaten Tdpanult Selaton

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor l3 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga
Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang
'f ata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pemb€ntukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor
290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor
20);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahm2017-2037;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah T ahun 2021-2026;

41. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

42. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Rencana Strategb (REN.9IR.4) BPIGAD Kaburyts Tarynli Selatat
Tahtm 20.21 - 2026

I-7



Bodan Pengelola Kerctqan, Pendaqtat dot Aset Daerah
Kabqnten Tawtnuli Se latan

43. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan;

44. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

45. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan
Standar Kode Klasifikasi, Urusan, Bidang, Satuan Kera Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 612);

46. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2016 Nomor 659);

47. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor lll Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Ket'a Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Bldan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai pedoman

dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam

rangka tercapainya cita-cita masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju

berbasis sumberdaya manusia pembangun yang sehat cerdas, sejahtera serta

sumberdaya alam yang produktif dan lestari. Hal tersebut diselaraskan dengan arah

dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan secara terpadu, terukur,

terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan pembangunan yang

ditetapkan untuk kurun wakfi 2021-2026 dapat tercapai.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah

sebagai berikut :

Rmcana Strategis (RENSrRA) BPI<PAD Kabupatm TarElnuli &latan
Tahun 2021 - 20.26

l-8



kdan Pengelola Ketlangan, Pendaryt@r dor Aset fuerah
Kaburyten Tarynuli Selatan

Mengetahui capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya dari Perangkat
Daerah;

Memberikan gambaran keuangan masa lalu dan kemampuan pendanaan 5
(lima) tahun ke depan dari Prangkat Daerah; dan

Memberikan gambaran rumusan permasalahan dan isu strategis untuk di
pecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dari Perangkat Daerah.

Tersedianya tolok ukur indikator kinerja Prangkat Daerah sebagai dasar
penilaian keberhasilan Prangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dasar untuk menyusun Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada Surat Edaran Bupati

Tapanuli Selatan nomor 0501360412021, tanggal 09 Juni 2021 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Strategi (Renstra) Perangkat

Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 secara

garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusuxrn Renstra, landasan hukum
p€nyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusurum Renstra dan
sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB It GAI\4BAIL{N PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Stnrktur Organisasi Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, kinerja pelayanan sampai
saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2021 -2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

')

3

4

Renc,.ru Strategis (RENSIRA) BPKPAD Kaburyten Taryaii &.lato,l
Tahu?l. 20.21 - 2o.sd

t-9

5. Bahan evaluasi terhadap pertanggung jawaban kepala Perangkat Daerah.

I



fudan Pengelola Keuangan, Pendarytan d@t A*t Daerah
KaburytmTawnuli &latan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan dan penentuan isu-isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,
yang dikaitkan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang diselaraskan
dengan tuj uan dan sasaran untuk mencapai visi, misi dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V STRATEGI DANKEBIJAKAN

Menentukan strategi dan kebdakan dalam menjabarkan sasaran jangka
menengah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan
untuk mencapai visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana progmm dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama 5

(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kine{a,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinefa Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terkait
langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen
Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan disertai dengan harapan bahwa dokumen ini
mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh
bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Renrltu Stralegis (RENSTR {) BPI<PAD Kaburytsn faryruli *latart
Tohun 2o2t - 2ort
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BAB II

GAMBARAN PELA}'ANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum

Terbentuknya Dinas Pandapatan Daerah Tapanuli Selatan melalui Perda Kab.

Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Dinas-dinas Daerah Kab. Tapanuli Selatan, Pengintegrasian Instansi Vertikal menjadi

Perangkat Daerah dan Penggabungan Instansi/ Unit Kerja Pemerintah Kab. Tapanuli

Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 0611 751 Kl 2001 dan disempumakan

dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.343/ 62/ Kl 2001 tefiang

Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Dinas-Dinas Daerah Kab. Tapanuli Selatan. Akan tetapi, Pemerintah Kab. Tapanuli

Selatan masih ingin terus memperbaiki semua Organisasi Lembaga Teknis Daerah

guna memajukan Kab. Tapanuli Selatan dan menambah Pendapatan Asli Daerah untuk

pembangunan Kab. Tapanuli Selatan. Maka pada Tahun 2008, berdasarkan Keputusan

Bupati Tapanuli Selatan Nomor 061.1/843/2008 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural Kab. Tapanuli Selatan, dibentuklah/ diubah lagi menjadi Badan Pengelola

Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kab. Tapanuli Selatan. Kemudian diperkuat

lagi menjadi Peratuan Bupati Tap, Selatan Nomor 31PN2009 tentang funcian Tugas,

Fungsi dan Tata Keda Jabatan Struktur Satuan Ke{a Perangkat Daerah Berbentuk

Badan Daerah Kab. Tap. Selatan.

BPKAD Kab. Tapanuli Selatan berubah lagi menjadi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Tap. Selatan dengan keluamya Peraturan Daerah

Kab. Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas-

Dinas Daerah Kab. Tap Selatan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Renfflna Strategis (RENSIR,{) BPIOAD Kabupaten Tdwrulli &latarl
Tahun zo21 - 206
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Tapanuli Selatan Nomor 221PW2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kefa

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Tapanuli Selatan. Seiring

dengan perkembangan birokrasi daerah dari pemerintah maka akhir Tahun 2016

DPPKA Kab Tap Selatan berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangar4

Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perbup Tapanuli

Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tanggal Penetapan 28 Desember 2016 tentang Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Keia Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara umum capaian kinerja BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan terus

meningkat dan menunjukkan prestasi, hal ini dapat dilihat dari Tahun 2014-2020 dapat

mencapai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

dengan opini penilaian tertinggi yaitu Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Dimana

pada tahun-tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012-2013 meraih opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dan Tahun 201 1 mendapt opini Disclaimer. Selanjutnya,

Pemkab.Tapanuli Selatan memperoleh penghargaan (uara III) sebagai Pemda Terbaik

dalam Kemandirian Fiskal Tahun 2018, Tahun 2019 juga memperoleh penghargaan

(uara III) sebagai Pemda terbaik dalam Rekomendasi BPK atas LKPD terbaik 7 tahun.

Penghargaan Pemerintah berupa Pena Perak dan Pena Emas kepada Pemerintah

Kabupaten Tapanuli Selatan atas capaian Opini WTP 5 (lima) kali bernrrut turut untuk

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018 dan Tahun 2015 sld 2019.

Dengan tercapainya opini WTP Pemda Kab. Tapanuli Selatan mendapat kucuran dana

dari pemerintah pusat berupa Dana lnsentif Daerah (DID).

Dalam kajian tentang capaian kine{a pelayanan Badan Pengelola Keuangan

Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selalan yang dilakukan antara lain:

It-2Rencana Strategis (RENSIRA) BPI@AD Kaburytcn Tapnuli klam
Tahun 2021 - 206
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Simakda (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) sejak Tahun 2010 telatr
dikelola oleh SKPKD (Satuan Kefa Pengelolaan Keuangan Daerah) yang ditangani
oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan
pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan. Simakda berguna untuk penatausahaan

keuangan daerah untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan.
Mulai Tahun 2011 telah dilalrukan ke{asama dengan pihak Bank Sumut Cabang
Padangsidimpuan dalam hal proses Pencairan Dana. Dimana pada saat proses
pencairan dana SKPD ataupun Pihak Ketiga dilakukan dengan cara
pemindahbukuan langsung ke buku rekening pihak yang tercantum di SP2D (tanpa
mempergunakan cek lagi). Hal ini berguna untuk menyesuaikan SP2D yang
dikeluarkan dengan pagu dana yang tersedia sehingga mempermudah dalam hal
pengelolaan penatausahaan pengeluaran keuangan daerah serta mempermudah
proses pencairan.
Tahun 2012 MOU untuk ke{asama E-Audit BPK sudah ada yang diperkirakan
pelaksanaannya efektif dila.kukan Tahun 2013 dan terus dilanjutkan / ditingkatkan
pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 MOU tidak berlanjut.
Bagian Gaji telah menjalin ke{asama dengan pihak PT. Taspen Tahun 2012 dengan
tujuan untuk pengelolaan pembuatan Aflikasi Gaji PNSD dan Taspen dan mulai
efektifTahun 2013 dan terus dilanjutkan / ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Tahun 2012 jaringan untuk SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang
Daerah) yang bertujuan untuk penatausahaan barang / aset milik daerah telah ada
tetapi masih belum dapat beroperasi dengan maksimal karena lemahnya sistem yang
dimiliki sehingga diperlukan perbaikan dan diperkirakan akan bedalan dengan baik
Tahun 201 5.

Tahun 2012 dan Tahun 2013 telah dilakukan pengadaan alat SISMIOP (Sistem
Informasi Manajemen Objek Pajak) dan Pengadaan Jasa Konsultasi SISMOP yang
pelaksanaannya efektif Tahun 2014.
Mulai Tahun 2014 Kuasa BLID telah bekerjasama dengan Bank Sumut tentang
kemudahan dalam pelayanan pencairan SP2D yaitu melalui Interface Cash
Management System (CMS) yang pelaksanaannya online ke PT. Bank Sumut
hingga pernohon dana berurusan dengan bank hanya untuk mencairkan dana yang
dimohonkan dan berlaku efektif mulai Tahun 201 5.

Sistem Informasi Akutansi Daerah dipersiapkan untuk berbasis akrual dan berlaku
efektif Tahun 201 5 untuk SIMAKDA akrual dan SIADINDA akrual dengan
menggunakan jasa pihak keti ga (tenaga konsultan)..
Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) mulai dilaksanakan
Tahun 2014.
Sistem Informasi Persediaan Barang (SIMPERBA) mulai berlaku Tahun 2014.
Sistem Informasi Transfer Daerah (SIMTRADA) yang merupakan penatausahaan
penerimaan dana transfer pusat mulai efektifTahun 2014.
Tahun 2013 Sistem Komandan SIKD (Komunikasi Manajemen Data Nasional
Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang merupakan rekonsiliasi data dari
SIADINDA dan SIMAKDA secara nasional.
Tahun 2014 Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi Daerah (SIPRIDA) yang
merupakan rekonsiliasi data SIMPATDA secara nasional.
Tahun 2014 Penyampaian Data Informasi Gaji dan Tabungan Asuransi (PANDITA)
PNSD yang merupankan rekonsiliasi dari SIMTRADA secara nasional.
Tahun 2016 dimulai penerapan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Dana
Transfer dan Indikasi Kabutuhan Daerah (Simpatik)

)
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16. Tahun 2016 Komandan SIKD di Upgrade dan di migrasi menjadi Aplikasi Sinergi
(Sistem Informasi Berbasis Teknologi) SIKD dengan penambahan feature dan
perbaikan bug pada aplikasi sebelumnya.

17. Tahun 2017 dilakukan perekrutan Tenaga Programmer guna membangun Aplikasi
Keuangan Daerah secara mandiri (sebelumnya mengunakan tenaga konsultan).
Sehingga terbangun sebuah aplikasi berbasis online (website) yang diberi nama
SITARIDA (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Terintegrasi Daerah).

18. Tahun 2017 dimulai proses pengintegrasian terhadap Aplikasi SIMPERBA ke dalam
aplikasi SIMBADA.

19 Tahun 2017 dimulai implementasi penginputan data RKA berdasarkan SSH (Satuan
Standar Harga) pada SITARIDA.

20. Tahun 2017 diimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Jaminan Kesehatan
Nasional (SIM JKN) yang membantu operator FKTP dalam perencanaa4
penatausahaan dan pertanggungiawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional.

21. Tahun 2018 mulai Implementasi Sistem Informasi Penatausahaan Bantuan
Operasional Sekolah (SI-BOS) yang memuat feature perencanaan, penatausahaan
dan pertanggungjawaban Dana BOS untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebagai penerima BOS.

22. Tahun 201 8 diimplementasikan Aplikasi E-Order yang merupakan Jembatan
Integrasi Aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SITARIDA) dengan Sistem
Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) dalam hal penatausahaan
belanja yang berkaitan dengan Aset Lancar dan Aset Tetap.

23. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten/ Kota
Pertama di Propinsi Sumatera Utara yang sukses melakukan Pengujian Sistem
Informasi CMS (Cash Management System) berbasis web dan menjadi yang
pertama di dalam mengimplementasikan CMS OPD web di Propinsi Sumatera
Utara.

24. Tahun 2020 Aplikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
online dibangun dalam rangka memenuhi target kine{a koordinasi dan supervisi
penegakan korupsi terintegrasi oleh KPK dimana Aplikasi BPHTB Online berperan
sebagai aplikasi layanan umum dalam hal pendapatarL penetapan dan monitoring
pembayaran pajak daerah BPHTB yang terintegrasi dengan aplikasi Penerbitan
Sertipikat Tanah Milik Kementerian ATR-BPN.

25. Tahun 2021 Pembayararan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Elektronifikasi PJSP
(Penyediaan Jasa Sistem Pembayaran) online seperti, Dompet Digital, E-Comerce
dan Indo Maret.

2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

RenNM Strategis (RENSIRA) BPKPAD Kaburyten Taryruli Selat@l
Tahun 20.21 - 20
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Badan Pengelola Keuangan, Pendaryt@t d@t Aset Daerah
Ko.bur{'te.n TaF,anuli *latan

Badan Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten adalah

tipe A, terdiri dari I (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Sekretariat terdiri atas 3

(tiga) Sub Bagian (Subbag) sedangkan Bidang masing-masing terdiri dari 3 (tiga)

Seksi.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangaq pendapatan dan ase,t

daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang

pengelolaan keuangaq pendapatan dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset
daerah

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan
dan aset daerah

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah

e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata ke{a Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Badan dibantu

oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Kabid Anggaran, Kabid Perbendaharaan,

Kabid Akuntansi dan Pelaporaq Kabid Pendapatan dan Kabid Aset Daerah-

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna dalam hal berhalangan

melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan

Rencona Strategis (R.EN.9IRA) BPIoAD Kabupatsn Taryuli Selaton
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mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat

bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugas karena

sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme koordinasi dan pengendalian sural-menyurat maka tatalaksanaan

penyelenggaraan administrasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

a. Surat Badan yang akan ditandatangani oleh Bupati harus melalui paraf hirarki
Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan, Sekretaris Badan, dan yang
membidangi sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas.

b. Setiap Produk Hukum Daerah yang akan ditandatangani Bupati harus melalui
paraf koordinasi Seketaris Daerah, Asisten, Kepala Badan selaku pemrakarsa,
dan yang membidangi sera pengkajian dan eksaminasi ke Bagian Hukum.

c. Surat yang akan ditandatangani Kepala Badan harus melalui paraf hirarki Kepala
Sub Bagian/ Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai ketentuan Tata
Naskah Dinas.

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif

dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangarl kepegawaian, urusan tata usah4

perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan di bidang seketariat.

Sekretariat Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan lingkup badan
pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah

b. melaksanakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum,
administrasi keuangan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga serta
admini strasi kepegawaian

c. melaksanakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka
pelayanan informasi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan penyusunan
laporan, pendapatan dan aset daerah

d. melaksanakan pengkoordinasian administrasi dan tugas-tugas kpgratan pada
bidang-bidang sesuai ketentuan yang berlaku

e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran
belanja, bahan kebijakan umum anggaran priontas dan plafon anggaran

Renrrina Strategis (RENSTRI) BPI@AD Kabvqtm 'Iaryarli *latojt
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sementara dan rencana kerja anggaran badan pengelola keuangan, pendapatan

dan aset daerah
f melaksanakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan, rencana

strategis, grand design sesuai ketentuan yang berlaku
g. melaksanakan penyusunan bahan rancangan peratuan perundang-undangan,

pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
h. melaksanakan pengendalian dan pengaturan kebersihan, keamanan kantor
i. melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan ektemal serta pelayanan umum
j. melaksanakan monitoring, eval'rasi dan pengkoordinasian penyusunan laporan

pelaksanaan program dan kegiatan, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP), bahan LKPJ dan LPPD badan pengelola keuangan, pendapatan dan
aset daerah

k. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan teknis terhadap
pelaksanaan seluruh kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan
penyusunan laporan, pendapatan dan aset daerah

l. melaksanakan pengkajian administrasi anggaran belanja
m. melaksanakan pentausahaan dan ketatalaksanaan kelembagaan
n. melaksanakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan

yang berlaku
o. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas, dan
p. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata ke{a Seketaris dibantu oleh

Kasubbag g6rrm {an Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag

Perencanaan dan Pelaporan.

Bidang Anggaran mempunyai tugas, melaksanakan perumusan kebijakan

teknis perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang anggaran.

Bidang Anggaran menyelenggarakan firngsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang
Alggaran;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan
Anggaran Daerah Kabupaten;

c. mengajukan draft keputusan kepala daerah tentang penetapan dan penunjukan
Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna

anggaran/pengguna barang atau kuasapenguna anggarar/kuasa pengguna barang
yang diusulkankepala organisasi Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna
anggaran/pngguna barang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan atas

usul pengguna anggaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Bendahara
Penerimaan Pembantu atas usul kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku
pejabat pengguna anggarar/ pengguna barang;

Relncana Strategis (REN,gIRA) BPKPAD Ksburyten Tqryruli Selatan
Tohm 2021 - 20%
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d. melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang diajukan
oleh Kepala Oganisasi Perangkat Daerah berdasarkan KUA, PPAS yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diajukan
ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

e. melaksanakan penyusunan Rancangan Nota KeuanganRancangan APBD dan
Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD yang akan disampaiakan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan KUA,PPAS yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli selatan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

f melaksanakan dan meneliti Dokumen Rancangan DPA-OPD dan Rancangan
DPPA-OPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang diajukan oleh Kepala
OPD berdasarkan APBD dan P.APBDyang telah ditetapkan oleh Perda dan
peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk diverifikasi Tim Anggaran
Pemerintah
Daerah diajukan kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan atas persetujuan
Sekretaris Daerah Kabupaten;

g. menyiapkan Draft Anggaran Kas untuk ditandatangani PPKD
selaku BUD, menyiapkan Draft SPD berdasarkan Anggranan Kas untuk
ditandatangani PPKD selaku BUD;

h. melaksanakan berbagai peratuan perundang-undangan untuk referensi
penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan anggaran;

i. melaksanakan konsep dasar, pedoman dan petunj uk teknis pengelolaan
anggaran;

j. melaksanakan konsep dasar kebijakan teknis pedoman dan petunj uk teknis
pengelolaan anggaran bersama-sama dengan unit kerja OPDiinstansi terkait;

k. melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Anggaran Daerah
Kabupaten;

l. melaksanakan pembinaan, pertemuan, soaralisasi dan koordinasi pengendalian,
pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Anggaran Daerah
Kabupaten;

m. memberi saran dan perlimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
n. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas

dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bidang Anggaran

dibantu oleh Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung, Kasi Anggaran Belanja

Langsung dan Kasi Anggaran Pembiayaan dan Pendapatan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaiuasi dan

pelaporan di bidang perbendaharaan.

Rmcana Strategis (RENSarRn BPKPAD Kabupatm Topanuli Selatan II-9
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Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang
perbendaharaan;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan
perbendaharaan;

c. melaksanakan menyiapkan Draft SP2D berdasarkan Permintaan Surat Perintah
Membayar (SPM) dari Kepala OPD selaku Pejabat Pengguna
Anggran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran {Kuasa Pengguna
Barang untuk ditandatangani Kuasa BUD menyiapkan Draft SKPP unhrk
ditandatangam PPKD selal.-u BIID berdasarkan Surat Pelimpahan Kekuasaan
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

d. melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan untuk referensi
penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perbendaharaan;

e. menyelenggarakan konsep dasar, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan
perbendaharaan;

f. melaksanakaa konsep dasar kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan anggaran bersama-sama dengan unit ke{a OPD/instansi terkait;

g. melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi pengendalian,
pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang perbendaharaan;

h. mengkoordinasikantugas-tugas seksi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya,
i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang

tugasnya;
j. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas dan

fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata ke{a Kepala Bidang

Perbendaharaan dibantu oleh Kasi Perbendaraan Belanja Tidak Langsung dan

Pembayaran, Kasi Perbendaharaan Belanja Langsung dan Kasi Perbendaharaan

Pembiayaan dan Penerimaan

Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan mempunyai tugas, melaksanakan

perumusan kebrjakan teknis, perencanaan, pelaksanaaq koordinasi, evaluasi dan

pelaporan di bidang pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan.

Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakar penyusunan rencana kegiatan dan progam ke4a pada bidang
Akuntansi dan Penyusunan Laporan;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan
Akuntansi dan Penyusunan Laporan;

c. melaksanakan prosedur akuntansi yang meliputi pencatatan dan pelaporan;
d. melaksanakan pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran daerah;
e. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Rmcana Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabupaten Tap$1alli Selaton
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f. melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi pengendalian,
pembinaan monitoring dan evaluasi serta. pelaporan di bidang Akuntansi dan
Penyusunan Laporan;

g. melaksanakan inventarisasi dara-dzta laporan keuangan daerah secara berkala
dan semua Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

h. melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan daerah secara berkala;
i. melaksanakan penyampaikan laporan hasil penyelengaraan pembukuan dan

penyusunan laporan keuangan daerah secara berkala;
j. melaksanakan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
k. melaksanakan penghimpunan dan menganalisa data-data keuangan;
l. mengkoordinasikantugas+ugas seksi dalam pelaksanaan tugas-tugasnyq
m. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang

tugasnya;
n. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas; dan
o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang

tugas dan fungsinya;

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata keda Kepala Bidang Akuntansi dan

Penyusunan Laporan dibantu oleh Kasi Akuntansi, Kasi Penyusunan Laporan

Keuangan dan Kasi Kas dan Transfer

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

teknis perencanaan, pelaksanaarg koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan pendapatan.

Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program keia pada bidang
Pendapatan;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan
Pendapatan;

c. melaksanakan pengkajian dan analisis dalam penggalian dan pengembangan

sumber-sumber potensi pendapatan daerah baik pajak daerah, retribusi daerah
dan lainJain Pendapatan Daerah yang sah melalui upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi;

d. melaksanakan penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pusat,
Bagi Hasil Provinsi dan lainlain Pendapatan Daerah yang sah;

e. melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap potensi pendapatan daerah;
f. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
g. melaksanakan sistem informasi pendapatan asli daerall
h. melaksanakan pemungutan dan penagihan pendapatan daerah;
i. melaksanakan perencanaan target pendapatan daerah;

Ren(,na Strategis (REN,gIR 4.) BPKPAD Kablupaten Targrurli klat@t
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j. melaksanakan p€ncatatan pendapatan daerah dari objek/subjek pajak;
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap penerimaan Dana

Bagi Hasil Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda;

m. melaksanakan pengawasan dan evaluasi barang-barang berharga serta seluruh
penerimaan daerah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kebijakan-kebijakan
pendapatan daerah;

o. melaksanakan publikasi produk-produk hukum dan kebijakan pendapatan

daerah;
p. melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan

Daerah;
q. melaksanakan pembinaan, pertemuan, sosialisasi dan koordinasi pengendalian,

pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pendapatan;

r. mengkoordinasikantugas-tugasseksi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
s. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang

tugasnya;
t. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungiawaban atas

pelaksanaan tugas; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas

dan fungsinya;

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata ke{a Kepala Bidang Pendapatan

dibantu oleh Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Sosialisasi dan Penagihan, Kasi

Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

teknis perencanaaq pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan aset daerah.

Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada bidang
Aset Daerah;

b. melaksanakan penyiapan bahan dan kajian dalam rangka penetapan kebijakan
Aset Daerah;

c. melaksanakan penyiapan bahan/data dan inventarisasi aset daerah baik bergerak
dan tidak bergerak diwilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

d. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap aset pemerintah daerah;

e. melaksanakan penilaian dan penghapusan aset daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
f melaksanakan prosedur Akuntansi Aset yang meliputi pencatatan dan

pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan

klasifikasi dan penyusunan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan OPD;
g. melaksanakan pembinaan terhadap pengurus barang daerah sesuai ketentuan

yang berlaku;

Renr,:no Strategis (RENSIRA) BPIQAD Kaburytcn Tar/J;r1.trli Selatal
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h. melaksanakan penyelesaian dan pengurusan administrasi aset pemenntah
daerah termasuk fasilitas sosial, fasilitas umum dan mes pemerintah daerah;

i. mengkoordinasikantugas-tugasseksi dalampelaksanaan tugas-ugasnya;
j. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sesuai bidang

tugasnyal
k. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugas

dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Bidang Aset Daerah

dibantu oleh Kasi Administrasi dan Pendapatan Aset, Kasi Pencatatan dan Pelaporan

Aset dan Kasi Penilaian dan Penghapusan Aset

Dari struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka jumlal minimal aparatur yang dibutuhkan

untuk mendukung pelaksanaan beban keda tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah

sebanyak 104 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan untuk mendukung
pelaksanaan beban kerja tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO NAMA.I.dBATAN JI]MLAH

I Kepala Badan I Orang
2 S€kretaris Badan 1 Orang

Kasubbag Umum dan KeDegawaian I Orang
4 Pengadm i ni strasi Umum I Orang

5 Pengelola Surat I Orang

6 Pengelola Pemanfaalan Barang Milik Daerah I Orang

7 Pangadm i nistrasi Kepegawaian I Orang

8 Competent Programmer I Orang

9 Advance Begi nner Programmer 2 Orang

l0 Tenaga Helpdesk 3 Orang

l1 Petugas Pemberitaan dan Publikasi 1 Orang

t2 Ajudan I Orang

t3 Petugas Kebersihan 2 Orang

l4 Penjaga Kantor 2 OIalr.g

t5 Pengemudi 2 Qrang

l6 Kasubbag Keuangen I Orang

t'7 Pengadmini strasi Keuangan 2 Orang

Rencana Stralegis (RENSIRAI BPI<PAD Kabuwten Tapg'rwli *lat,ot
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NO NAMA JABATAN JU[ILAH

l8 Penata Laporan Keuangan 1 Or&ng

l9 Pengelola Gaji I Orang

20 Bendahara 3 Orang

2l Kasubbeg Perelcanlln dan Pelaporan I Orang

22 Penyusun Rencana Kegiatan dan I Orang

23 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan I Orang

24 Pengadm i n istrasi Perencanaan dan Program I Orang

25 Kepala Bideng Anggaran I Orang

to Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung I Orang

27 Analis Bimbingan Teknis Anggaran I Orang

2rl Analis Kebij akan Rernunerasi I Orang

29 Pengolah Data Perencanaan Anggaran I Orang

30 Pemeriksa Anggaran I Orang

ll Kasi Anggaran B€hnja Langsung I Orang

Aralis Laporan Realisasi Anggaran I Orang

33 Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran I Orang

Pengelola Kegiatan dan Anggaran I Orang

35 Pemeriksa Anggaran I Orang

36 I(asi Anggeran Pembiayaan dan Pendeprtrn I Orang

3'l Analis Keuangan I Orang

38 Pengelola Pembiayaan Daerah I Orang

39 Pengelola Data Belanja dan Laporan Kguangan I Orang

40 Kepala Bidang Perbendeheraatr I Orang

4t Kasi Perbenderaan Bclanja Tidak Lsngsung drn Pembayeran I Orang

42 A-nalis Perbendaharaan I Orang

43 A-nalis Sistem Informasi Perbendaharaan I Orang

44 Pengelola Gaji 4 Orang

Kasi Perbendaharaan Belanja Langsung I Orang

46 Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara I Orang

47 Pengolah Data Laporan Pertanggungiawaban Bendahara I Orang

48 Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan t Orang

49 Kssi Perbendsharaan Pembiayaan dan Penerimean I Orang

50 Analis Tranxksi Keuangan I Orang

5t Pengolah Data Perbendaharaan I Orang

52 Pengolah Data Sistem Informasi Perbendaharaan 1 Orang

53 Kepala Bidang Akuntansi dan Petryusunan Lepor&n I Orang

54 Kasi AkuntAnsi I Orang

55 Analis Sistem Akuntansi lnstansi I Orang

56 Pengelola Akuntansi I Orang

57 Pengolah Data Sistem Akuntansi I Orang

58 Kasi Penyusunen Laporen Keuangan I Orang

59 Analis Konsolidasi Laporan I orang

60 Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD I Orang

6l Penyusun Laporan Keuangan I Orang

62 Tenaga Akuntan Junior I Orang

63 Kasi Kas dan Transfer I Orang

@ Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan I Orang

Rencana Strdtegis (RENS?'R,A) BPKPAD l<aburytm Taryuli Selato,t
Tahun 2021 - 20,26
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JUI}T LAHNO NAMA JABATAN

I65 ah Data KasPen

I Orang66 Kepala Bidang Pendapatan
I Orang67 Kasi Pendataan dan Penetapan
I Orang68 Analis Bimbingarl Penilaian dan Pengenaan

I OrangAnali s Pendapatan Daerah

I OrangPengelola Pendapatan dan Pendataan Pajak / Retribusi

I Orang' Pengel ola Sumber Pendapatan Asli Daerah

I Orang72 Kasi Sosialisnsi dan Penagihsr
'7) Analis Pen akhan P

I Orang'14 lola Penagihan dan wasan

I Orang75 A-nalis Penagihan dan Pengembalian
Idan PelaporanKasi Evalursi, Pen76
I Orang't7 Analis Kebi akan ak dan Retribusi Daerah

I Orang78 Analis Pajak / Retribusi Daerah
I19 Pen ola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah

I Orang80 Kepala Bidsn Aset Daerah
I Orang8l Krsi Administrrsi dan Pendapatsn Asct
IAnalis Kebijakan Klasifi kasi Barang82

Penelaah Kebijakan Barang/Jasa8-l
I OrangAnalis Aset Negara84

85 AsetKasi Pencatatan dan Pela
I Orang86 Analis Slandar Mutu Bahan dan Peralatan

I OrangPengadministrasi Sarana dan Prasarana8'.7

I Orang88 Analis Kebi akan Barang Milik N
89 Kasi Penilaian dan Pen san Aset

Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Barang90
I Oranggl Pengelola Fasilitasi ian, Perneriksaan
I92 Asisten Pelel

104 OrangTOTAL

Dari Jumlah minimal aparatur yang dibutuhkan s€harusnya 104 orang

sedangkan yang ada sesuai dengan Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) awal Bulan

Juni TA 2021 adzlah sejumlah 44 orang sehingga dibutuhkan tenaga tambahan

berupa Tenaga Harian Lepas (THL) guna memperliurcar kerja dan pelayanan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan.

Rencarla Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabupaten Taryuli &laton
Tahun 2021 - 2oN

il- 15

69

70

I Orang

I Orang

I Orang

I Orang

I Orang



kdan Pengelola Keusngan, Pendaryt@1 da1 Aset Doeroh
Kabuf:E,te.7r Taparuii Selatan

2.3 Sumber Daya

Untuk melaksanakan rugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didukung oleh 86 Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang terdiri dari 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non

PNSlTenaga Harian Lepas (THL) 42 orang dengan rincian yang terdapat pada tabel

berikut.

Rmcan. Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kqbupaten Tolrlnuli Selatdn ll-16
Tahun 2021 - 2026
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kdan Pengelola Keuangan, Pendorytan don Aset Doerah
Kqbupaten Tqpanuli s€latan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur pengelolaan keuangan,

pendapatan dan aset daerah didukung dengan sarana dan prasarana fasilitas ke{a yang

terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Inventaris pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Awal Bulan Juni 2021

tto
KODE

BARANG
i{AMA BARAT{G

JUMLAH
BARATIG

SATUAT{ HARGA

1.3.1.01.01 04.m1 Tanah Bangunan Kantor Psnerintdl 1 365.000.000,00

2 1.3.2.02.01 .01.m2 Jeep 1 161.450.000,m

3 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 10 3.051.227.175.ffi

4 Pic* Up 1 325.558.850.m

5 1.3.2.02.01 .04.m 1 Sepeda Motor 612.536.573.00

6 r.3.2.03.01.01.013
Perkakas B€ngkel S€wice Lain+in (Pe*akas
B€flqkel S€tlice)

3 49.800.m0.00

7 1.3.2.05.01 .03.007 iresin Folo Copy deflgal kertas biasa lolio 2 135.994 400,00

8 1.3.2.05.01 04.m1 Leflari Besi 5 142.400.000.00

I 1.3.2.05.01 .04.m2
Lemri kayu (Alat Penyrnpanar Petlengkapan

Kanbr)
3 89.800.m0,m

10 1.3.2.05.01 .04.m3 Rak Besi/[,ietal 2 9.885.500,m

11 1.3.2.05.01.04.m5 Filling Besi/iretal I 17.805.m0,00

12 1.3.2.05.01.05.003 Papan Visuil 1 11.350.m0,00

13 1.3.2.05.01 05.010 Alat Penghancur Kertas 17 94.788.750,00

14 1.3.2.05.01.05.012 l,rlesin Absensi 3 7.327.M.m

15 1.3.2.05.01 .05.021 Pertorator Begar 2 198.200.000.00

16 1.3.2.05.01 .05.077 Papan Pengumundr 1 1.500.000,m

17 1.3.2.05.01 .05.089 plank me 184

1

374.835.000,00

18 1.3.2.05.01.05.@5 Alat Kantor Lainnya 1.350.m0.m

19 1.3.2.05.02 01.m1 1 16.170.400,00

20 1.3.2.05.02.01.m2 ireja Kayu 4 18.S3.450,00

21 1.3.2.05.02.01.003 K ursi Besi/Metal 16 10.302.m0,00

22 1.3.2.05.02.01.m5 Zi,ce 1 1.400.000,m

23 1.3.2.05.02.01.008 i,leja Rapal 71 1 1 1 .345.000,00

24 1.3.2.05.02.01.014 i,leja Resepton 1 1.800.000,00

ireja &ndar 1 1.800.0@,m

26 1.3.2.05.02.01.024 Meja Biro 1 3.640.000,m

27 1.3.2.05.02.01.026 l eja Tulis 20 24.140.m0,00

28 1.3.2.05.02.01.m0 KursiRapat 82 57.389.m0.00

29 13.2.05.02.01.031 KursiTamu 35 761.000,00

30 I 3 2 05 02 01.m2 KursiPular 5 4.260.000.m

Ren(,lna Stratqis (RENSfR {) BPKPAD Kabtryta Toryuli *lat@t
Tahm 20.27 - 206

il-22

1

1.3.2.02.01.01.m4

1.3.2.02.01.03.m2

Meja Besirl etal

1.3.2.05.02.01.018



ktdan Pengelola Keuangan, Pendary.tqn d<n Aset Doerah
Kabupaten Tarymrli Selota,]'

NO
KODE

BARAI{G
NAMA BARAI.IG

JUMLAH
BARANG

SATUAN HARGA

31 KursiBiasa 6 10.250.000,00

32 1.3.2.05.02.01.048 Sola 1 10 285.m0,00

33 1.3.2.05.02.01.&50 Lemari Kayu {[,]€rrbilair) 13 729.418.885,00

34 1.3.2.05.02.04.m4 6 43.780.000,00

35 13.2.45.02.06 @2 Televisi 5 62.900.900.00

Jll 1.3 2.05 02.06.m5 Amplifler 1 4 620.000,00

3t 1.3.2.05.02.06.m6
Equalizer {Alat Rumah Targqa Lainnya (Home
Use))

1

38 1.3.2.05.02.06.008
Sound System (Alat Rumdr Targga Lainnya
(Home Use))

29.400.000,00

1.3.2.05.02.06.012 3 9.900.000,00

40 Unit Power Supply ,1 2.195.900,m

41

42

132050206m0 Stabilisator

Lambang Garuda Pancasila

1 2.176.700,00

1.3.2.05.02.06.m8 3 4.050.m0,00

43 1.3.2.05.02.06.036 TanggE Alumunium 1 2.420.000,m

M 1.3.2.05.0206.038 Dispenser 1 9.550.000.m

45 1.3.2.05.0236.079 Kain Gordefl 43 90.029 500,00

46 1.3.2.05.02.07.016 Alat Pembantu Pemadam Kdakaran 2 2 900.000,00

41 1.3.2.05.03.01.m5 Ileja Ke{ja Pejabat Eselon lll 6 21.620 000,00

48 1.3.2.05.03.01.m6 i,4eia Keria Pejabat Eselon 13.970.m0,00

49 1.3.2.05.03.01.m8 Meja Kerja Pegawai Non Sfiuktural 2 4.994.000,m

50 1.3.2.05.03.03.004 Kursi Kerja Pejabat Eselon 1 4.356.000,m

51 1 .3.2.05.03.03.005 Kur€i Kerja Pejabat Esdon lll 6 16.962.m0,00

52 Kursi Keda Pejabat Eselon lV 1 2.189.000,00

53 1.3.2.05.03.03.008 Kursi Ke{ja Pegawai Non Struktural 2 4.378.000,m

1.3.2 05.03.03.009 Kursi Kerja Pejabat Lain..lain 4 9.724.000,m

1.3.2.05.03.04.m8 Kursi Rapd Pqabat Lalr-lain 4 7.744.co0,N

56 1 3.2.05.03.07.m6 Lsnari Arsip untuk arsip Dinamis 5

57 1.3.2.06.01 .01.048 Unintsnuplible Power Supply (UPS) 3B

58 1.3.2.06.01.01.075 Digital Audio Tape Reclrder 6

59 1.3.2.06.0't.01.100 Camera *Attaciment 4 29.959.500,00

60 1.3.2.06.01.01 .102 Proyekto. + Attadrm€nt 7 59.228.500,00

1.3.2.06.01 .02.m3 Camera Electronic 1 6.930.000,m

62 1.3.2.06.01 .02.042 Rak Peralatan 1 16.830.000,m

63 1.3.2.06.01.02.057 Sljde Proj;ector 1 2.300.450,m

64 1.3.2.06.01.02.164 Printer (Peralahn Studio Video dan Film) 1 3.700.000,m

65 1.3.2.06.01.05.038 GPS (Global Posi{oning Sysem) 5 34.815.000.00

66 1 .3.2.06.02.01 .010 Facsimile 1 2.024.000,m

67 1.3.2.06.03.47.m2 Portable Generatng Set 2 19.100.m0,00

68 1.3.2.W.01.12f24 Slabilizer 1

69 1.3.2.08.01.41.192 Personal Komputer 1 11.150.000,00

Rencnna Sttategis (RENSfRA) BPKPAD Kqbupaten Tapo,rrJJ,li klqto,
Tahun 2o2t - 206

II-23

1.3.2.05.02.01.m3

AC Split

1.980.000,00

Wireless

1.3.2.05.02.06.018

2

1.3.2.05.03.03.m6

15.515.000,m

135.270.700,00

8.360.000,m

61

18.9S9.000,00



kdon Pergelola Keuqrtgort, Pendtpaton drn Aset Dqerqh
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NO
KODE

BARANG
NAMA BARAI{G

JUMLAH
BARAT{G

SATUAN HARGA

70 1.3.2.08.01.56.083 Thermorneter Digital 1 1.710.000,m

71 132080405ml Cflerabr Sel (Lab Scale) (Syst€mPower
Supolv)

199.672.000,00

1.3.2.10.01.02.m1 P.C Unit 26 244.499.600,00

73 1.3.2.10.01.02.fr2 Lap TA 36 365.371.000,m

74 1.3.2.10.01.02.m3 Note Book 35

75 1.3.2.10.01.02.010
Personal Kompubr Lain-ldn (Personal

Kornputer)
1 1.2N.124$

76 1.3.2.10.0201.012 Hard Disk 3 8.'127.r00,00

77 1.3.2.10.02.01.018 Peralatan Komputer Mainframe Lain]ain 1 203.830.000,00

78 132100202m9 Scanner (Peralatan l\,!ini Komputeo 1 12.573.000,00

79 '1.3.2.10.02.02.010 32 422.410.0@,N

80 1 .3.2.10.02.02.017 Printer (Peralatan Mini Komruter)

CPU (Peralatan Persooal Komputd

1

2

3.700.000,00

4.950.000,m81 1.3.2.10.02.03.001

82 1 .3.2.10.02.03.m2 Monitor 2 3.520.000,m

83 1.3.2.10.02.03.003 Printer iPe{alatan Persdal Komputer) 105 407.380.800,00

84 1.3.2.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Perso.ral Kompule0 I 77.811.951,@

85 1.3.2.10.02.03.018 Peralatan Personal Komputerlain-lain 2.750.@0,m

86 1.3.2.10.02.04.m1 Server 18 699.943.599,00

87 1.3.2.10.02.04.ffi2 Router 4 3.870.400,00

1.3.2.10.02.04.m3 Hub 6 8.525.000,m

89 1.3.2.10.02.04.m4 Peralatan Jaringan Lain-lain 5 15.180 000,00

90 1.3.3.01.01.01.m,l Bangunan Gedung Kantor Pemanen 4 7 167 .027.fr5,6

91 1.3.3.01 01.09.m4
Bangunar fuung HburarrKes€fl ian semi
Pemarqr

I 220.000.000,00

JUMLAH 988 18.053.202.422,00

2.4 Kinerja Pelayanan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset

daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang

pengelolarn keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diberikan gambaran kine{a pelayanan yang

diselenggarakan BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dapat dilihat dari Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai berikut

Renena Strotegis (RENSIRA) BPKPAD Kqbupaten 'Iaryruli klqt@t
'Ialun 2021 - 206

1t-24

1

72

575.344.550,00

Computer Compatible

1

88



Badan Pengelola Keuangan, Pendarytan ddn Aset Daerah
IG bupaten Tqpqruii Selatqn

1. Penetapan dan Penerbitan SKPD-SKRD (Surat Ketetapan pajak Daerah-Surat
Ketetapan Retribusi Daerah)

2. Penetapan dan Penerbitan SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan)

3. Permohonan Keberatan SKPD-SKRD (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Surat
Ketetapan Retribusi Daerah)

4. Permohonan Keberatan SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak
Bumi dan Bangunan-Perdesaan Perkotaan)

5. Pengajuan Pennintaan Belanja Bantuan Keuangan Desa (Dana Desa).
6. Pengajuan Permintaan Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagr Hasil,

Baotuan Keuangan dan Pembiayaan.
7. Pengusulan Penghapusan Aset
8. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPT)
9. Pencairan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
10. Penerbitan SP2D Tidak Langsung
I 1. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Pembayaran (SKPP)
12. Penerbitan Daftar Gaji
13. Penerbitan SP2D UP, GU dan TU
14. Penerbitan SP2D LS-Tambahan Penghasilan
15. Penerbitan SP2D LS Belanja Modal dan belanja Barang/Jasa
16. Penerbitan SP2D TU Nihil dan GU Nihil
17. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan p"*li11aen GU
18. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Pennintaan TU
19. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan GU Nihil
20. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pengajuan Permintaan TU Nhil

Indikator Kinerja terhadap capaian kinefa penyelenggaraan Urusan pemerintahan

Unsur Penunjang Keuangan sesuai dengan RPJMD dan Renstra Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah KabupatenTapanuli Selatan Tahun 2016-2021

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Rendlnq Strqtegb (RENSIRA) BPKPAD Kaburyten Taqan]{ali sa.latan
Tahun 20'21 - 2o4
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kdan Pengelola. Keuangan, Pendowtan dan Aset Daerah
Kabupaten Tap anuli Selatan

Dari tabel pencapaian kinerja tersebut diketahui bahwa rata-rata indikator kine{a

pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan selama tahur 2016-2021 menurut RPJMD adalah sebesar 99,90%, dan

menurut Renstra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

KabupatenTapanuli Selatan adalah sebesar 98,96%. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pelayanan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Yaitu :

Renfina Strategis (REM.9IRA) BPKPAD Kabupaten Taryuli klatan
Tah n 20.21 - 2026
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kdat Pewebla Keuawan, pendarytdn dal Asa Daerah
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2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan

2.5.1 Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (Strengthness):

a. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai
b. Adanya undang-undang / perda yang mendukung
c. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk

mengembangkan potensinya.
d. Kondisi gedung perkantoran masih cukup memadai
e. Sistern manajemen pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah masih cukup

memadai.

Kelemahan (Weakness):

a. Terkadang data atau laporan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
yang disampaikan perangkat daerah lingkup kabupaten kurang akurat atau kurAng
lengkap.

b. Kurangnya kesadaran wajib pajak baik PBB/ PAD lingkup Kabupaten
c. Jumlah pegawai yang ada belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan kerja
d. Profesionalisrne SDM aparatur belum optimal
e. Kurangnya penegakan huktrm yang ada terhadap wajib pajak yang tidak

membayar pajak.

2.5.2 Peluang dan Tantangan

Peluang (Opportunity) :

Tantangan (Threat):

Tuntutan masyaral<at tentang fansparansi keuangan semakin kritis
a. Penempatan pegawai harus mempertimbangkan kemampuan dan keahlian

Re7ncxmc Strategis (RENSTRA) BPKPAD Koburyten Tarl/J:mtli sr'lo,tctn
Tahun 2o2t - 2o4

tI-32

a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kineda Aparatur
b. Tersedianya pejabat struktural tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan

aset
c. Menerbitkan NOP (Nomor Objek Pajak) pada setiap objek pajak
d. Adanya lembaga penyelenggara diklat teknis tentang pengelolaan keuangan,

pendapatan dan asset daerah
e. Dapat merekrut ASN Non PNS yang berkemampuan untuk membantu pNS dalam

melaksanakan tugas sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran.
f. Mengaktifkan LP2P untuk PNS / melampirkan tanda lunas pajak.



kdan Pengelola Kanqngan, Pendopatqn dqn Aset Daerah
Kabupaten Taparuli klatan

b. Sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dal aset daerah lebih tertata dengan
berbasis akrual

c. Pengembangan tekhnologi yang sangat cepat
d. Pertanggungjawaban aparat teflradap pertanggungiawaban keuangan dan kine{a

Strategi (Strategr):

a. Peningkatan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Berbasis IT dan Beke{asama dengan Pihak Penegak Hukum

b. Meningkatkan koordinasi dengan aparat hukum terkait penegakan hukum
c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai hukum/ ketentuan yang

berlaku
d. Melakukan rapat evaluasi untuk semua perangkat daerah sesuai dengan jadwal
e. Memberikan insentif pemungutan kepada perangkat daerah pemungut pajak
f. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan yang akurat dan terpercaya
g. Mengikuti perkembangan teknologi sistem pengelolaan informasi keuangan dan

kearsipan
h. Menjaga dan meningkatkan kedisplinan dan kinerja aparatur

Ren@na Strqtegis (RENCfR 4) BPKPAD Kaburyten To.rynuli *latqn
Tahun 2021 - 2ofi
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGT(AT DAERAH

3. I Identifrkasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah adalah gap expectotion antara kine{a

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antam apa

yang ingin dicapai 5 tahun mendatang dengan kondisi rill saat perencanaatr

dibuat.

Dalam perumusan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2021-2026 ymg merupakan perencanaan kebijakan pembangunan lima

tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital

dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara

optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan dan diperoleh gambaran

permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni:

"Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan"

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut

selanjutnya dijabarkan ke dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
z. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah

s. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah
yang berke lanjutan

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama deogan permasalahan pokok

pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Rmuna Straugb (RENS-fRA) BPKPAD Kaburyten TaD,'t?,'li klat@t
Tdhun 2o2t - 206
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Gambar 3.2. Keterkaitan Permasalahan Utarna dengan Pennasalahan Pokok Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

Selanjutnya apabila permasalahan pokok ini dihubungkan dengan misi RPJPD

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

Rencana Strategis (REN,yIRA) BPKPAD Kabuwten Tapanuli kk tan
Tahun 20.21 - 2c26
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Permasalahan Pokok poin keempat (ke-4) pembangunan Kabupaten Tapanuli

Selatan adalah merupakan permasalahan pokok dari Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

"Belum opimalnya tata kelola pemerintahan yang baik"

Permasalahan pada poin ketiga (ke-3) adalah permasalahan yang dihadapi

Badan Pengelola Keuangan, psndapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten

Tapanuli Selatan, yaitu:

'tselum optimalnya peningkatan Pendapalan Asli Daerah"

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tujuan utama pemerintah daerah

dalam menyelenggarakan pembangunan Tapanuli Selatan melalui pelaksanaan

reformasi birokasi di segala bidang. Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen

penting penyelenggaraan tala kelola pemerintahan yang baik, meliputi:

accounlability, tronsporanql, predictability, dan pafticipation. Tanpa empat elemen

tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggara.kan

dengan efektif dan efisien.

Mencermati kine{a 'tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Badan

Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

belum sepenuhnya terwujud. Beberapa faktor penyebab permasalahan dapat

diidentifi kasi antara lain:

l. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah
Hal ini disebabkan karena:
- Belum terdatanya semua objek pajak yang potensial
- Zona nilai tanah belum dimutakhirkan dan masih terdapat Aset tetap yang

belum didukung dengan Bulrti Kepemilikan yang sah
- Masih kurangrya tenaga SDM sebagai Penilai PBB dan Penilai Aset Tetap
- Masih kurangnya aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional

- Masih terdapat penganggaran yang belum sesuai dengan kaidah Akuntansi
yang berlaku

Renffina Strategis (RENSTRa) BPKPAD Kabur{,ten Taryudi &lato,l
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3.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu stategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan

baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal

dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal

tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun

program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan

pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika

diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri

dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunaq namun

sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi

beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu

strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan

daerah

yang bersifat strat€gis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda

pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu

intemasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integmsi.

3.2.1 Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis intemasional yang memiliki keterhubungan cukup

signifikan

dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Tapanuli Selatan

adalah:

a. Corona Virus 2019 (COVID-I9)
Pandemi Covid-l9 (Virus Corona) merupakan virus yang satu keluarga dengan
virus
sindrom p€mapasan akut (SARS). Dampak Covid-I9 ini tidak hanya menyerang
titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi
ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-l9 pada level
intemasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi.

Renalna Strategis (R N,SIRA) BPKPAD Kabuwten Taprruli klaton
Tohun 2o2t - eo26
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b. Sustainable Development GoolsiSDGs
Millennium Development Goal.s (MDGs) dikembangkan menjadi Sustainable
Development Goal.s (SDGs) yang menangani isu lingkungan global terutama
mengenai isu deplation sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan
iklim semakin krusial, perlindungan sosial, Jbod and energ/ security, dan
pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

c. Ancaman Krisis Ekonomi Global
Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang
berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Ancaman
ini diperyarah dengan adanya Pandemi COVID-I9 yang menyerang seluruh
Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menunrn bahkan mengalami
kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum,
gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung
dan beke4asama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama
memulihkan perekonomian dunia.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (Global WarmingiClimate Change)
Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian
ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian
lingkungan. Global worming dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan
bahan
pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama tedadinya berbagai
bencana alam.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Denganperkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan
komunikasisemakin menunjukkan a$e$at yang signifikan. Dengan segala
sumberdaya yang adadimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap
perkembangan globalisasi yangada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai
peluang dalam memanfaatkan ataumembuat produk yang unggul dalam
pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk

menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam

menghadapinya. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu

strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Peiode 2020-2024
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional
(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam
upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam

Rencat]n Strategis (RENS?R/) BPKPAD Kaburyten Taryrulli Selatot
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merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil
Presiden.

b. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)
Penyebaran COVID-I9 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban
jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah

menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial

ekonomi yang luas di Indonesia.

c. Kebijakan Strategis Nasional
Beberapa permasalahan pembangunan nasional terus bergulir sehingga
pemerintah harus merumuskan berbagai kebijakan strategis nasional dengan

menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengantisipasi dampak negatif pada

pelaksanaan pembangunan hingga akhir periode.

3.2.3. Isu Strategis Regional

a. Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Sumatera Utara Tahun 201 8-2023
RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2023 merupakan tahap keempat dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025
yaitu
tahap pemantapan "Tingkat kemandirian yang ting,gi, mahnur, berkeadilan dan
maju,melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur
ekonomiyang tangguh" menuju pencapaian "Masyaraktt Sumatera Uara yang
Beriman, Maju,Mandiri, Mapan dan llerkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang
didukung oleh TataPemeriwahan yang Baik".

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sekitamya
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Padangsidimpuan

Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan pada tahap keempat (2019-2023)
memuat haluan dan arah kebijakan yang ingrn dicapai Kota
Padangsidimpuan yang ditujukan untuk mewujudkan Padangsidimpuan
sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata yang Terdepan
di Pantai Barat Sumatera Utara. Selanjutnya untuk melaksanakan tahapan

RPJPD tersebut maka rumusan Visi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahw 2019-2023
adalah Padangsidimpuan Berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan

Salah satu poin penting perencanaan pembangunan Tapanuli Selatan adalah

dirumuskannya Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 sebagai upaya

pemerintah daerah untuk menata pembangunan dari sisi spasial. Tujuan penataan

ruang Tapanuli Selatan adalah "Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang

maju, sejahtera dan mandiri berbasis pertanian, sumberdaya alam, dan pariwisata

yang berwawasan lingkungan". Sedangkan kawasan strategi Kabupaten Tapanuli

Selatan terdapat duajenis yang dijabarkan sebagai berikut:
- Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya

Dukung
Lingkungan Hidup.

Rmmna Strategis (REN.yIRA) BPIQAD Kabupaten Tapanuli Selaton lll-9
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Penetapan kawasan shategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan
Kawasan Strategis Ekonomi.
Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi
Kawasan Wisata Danau Siais, Kawasan Strategis Perkotaan Batang Toru,
Sipirok, dan Batang Angkola, Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak,
Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok, Kawasan Stategis Agromarine
(Minapolitan) Muara Upu dan Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang

3.2.4. Isu Strategis Tapanuli Selatan

Prioritas utama Kabupaten Tapanuli Selatan dalam peningkatan kualitas tata

kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada

hukum, kedibilitas dan transparansi dengan cara mencipakan struktur pemerintah

yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan

reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struklut organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Tapanuli

Selatan melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses

pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan

penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, te{angkag inklusif dan

berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatu Sipil Negara (ASN) dan

perbaikan manajemen (strukrur) pemerintah daerah yang efelftif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah

koordinasi bagi perangkat daerah, misalnya dalam pendidikan dan pelatihan secara

online bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau dan membutuhkan

biaya besar, meminimalisir te{adinya kesalahan dalam pengelolaan keuangaq

pendapatan dan aset daerah serta kemudahan lainnya. Pada prinsipny4

pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam

meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk

Ren(l,lna Strategis (RENSI RD BPKPAD KabuDg,ten Tarymii klat@t
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mewujudkan kesejahteraan masyarakal. Kemandirian daerah tidak hanya pada

pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyamkat, tetapi

kemandirian dalam hal keuangan daerah baik itu dari segi pengelolaan dan

penyediaan anggaran.

Isu strategis pada Rancangan Awal Rencana pembangunan jangka menengah

Kabupaten Tapanuli Selatan periode pembangunan 2021-2026 dapat dilihat pada

hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu sfategis sebagai berikut.

Tabel 3.2 Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

PERMASALAEAN
POKOK PERMASALA}IAN ISU STRATEGIS

I

Belum
optimalnya
Pembangunan
kualitas
Sumber Daya
Manusia

l Belum optimalnya penanganan COVID-19 a
Penanganan dan Pemulihan
Pandemi CO\IID-19

2
Belum optimalnya perwujudan kualitas
derajat kesehatan masyarakat

b

Meni ngkatnya Derajat dan
Kualitas Daya Saing Sumber
Daya Manusia

Belum optimalnya pelayanan pendidikan
yang berkualitas

4
Belum optimalnya upaya peningkatan
pemberdayaan peranpuan dan pemenuhan
hak-hak perempuan dan anak

5

Tingginya potensi masuknya budaya asing
yang tidak sesuai dengan karal-t€ristik adat
istiadat dan budaya daerah

II

Belum
optimalnya
pembangunan
perekonomian
daerah

I
Belum optimalnya peningkaan nilai
tambah produk komoditas unggulan daerah

a

2
Belum optimalnya perkembangan
penanaman modal daerah

Belum optima.lnya peningkatan aktivitas
ekonomi kerakystan

4
Belum optimalnya penumbuhan sektor
pariwisata daerah

5
Belum optimalnya peningkatan kualitas
dan daya saing tenaga keria

b
Optimalisasi
peaanggulangan
kemiskinan6

Belum optimalnya peningkatan
pendapatan masyarakat

III

Belum
optimalnya
pembangunan
inlrastruktur
dan penataan

ruang wilayah
berkelartj utan

I
Belum optimalnya peningkatan kualitas
aksesibilitas dan konektivitas wilayah

a

Optimalisasi pembangunan
infrastruLtur dasar dan
aksesibilitas wilayahBelum optimalnya pengelolaan

fasilitas pemukiman layak

l Adanya potensi penurunan kualitas
lingkungan hidup

b
Penerapan SDG's dalam
pencapaian visi daerah

c

Optimalisasi pencapaian visi
pembangunan melalui
pembangunan berkelanjutan

Rencana Strategis (RENSrR 4.) BPKPAD Kabuwten 'Iawuli selatan
Tahun 2o2, - 206

IIt- 1 I

Peningkatan Daya Saing
perekonomian Daerah
Berbasis Potensi
Unggulan



Badan Pengelola Keuangan, Petldawtan d@l Aset Daerah
Kaburytm Tarynuli klaton

PERMASALAHAN
POKOK

PERMASA LAHAN ISU STRA'TEGIS

d

Tapanuli Selatan Sebagai
Lumbung Energi Baru
Terbarukan

e.
Perubahan Rencana Tata Ruang
Wilayah Tapanuli Selatan

i Ti ngginya Potensi Kebencanaan
Geoloei

IV

Belum
optimalnya tata
kelola
pemerintahan
yang baik

I
Belum optimalnya kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan daerah

a

Implementasi Reformasi
Birokasi pada setiap
aspek pembangunan

2 Belum optimalnya pelayanan publik

3
Belum optimalnya peningkatan

DendaDatao Asli Daerah
Belum optimalnya perwujudan
kondusivitas wilayah

Dari tabel diatas, isu strategis dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu

"Implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap aspek pembangunan"

Hubungan antara permasalahan pembangunan dan isu strategis pada BPKPAD

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut

Tabel 3.3, Hubungan Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yang Terkait
dengan Badan Pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 202l-2026

PERMASALAHAN
POKOK

PERMASALAHAN PE NYE BAB PERMASA L AHAN.
ISU

SIRATECIS
PENJAB-ARAN

4

Beluo optinslnya
tata kelola
prmerintahan
yang baik

3

Belum optisulnya
peningkalrn

ftendaptatr Asli
Daemh

Kr.naagrlva kesadaran Wajib Pajak mtuk
melsporkar/ memboyarkan f,otensi paJak
yarg di8nmrk n

Implementasi
RefomEsi
Bimkrasi
pada setiap
u"p.k
pemb6[guns,

Pemanfaatan
lcknologi

informasi dan
komuoiLasi

ilom nilai Lflotrh belun drtrrulakhirkan

Kuran€aya terB8a SDM seb6gai Pe lai
PBB &D Penilai As€t Tet p

Kurangry_a aporatur yaflg meDgikuti diklat
telsis f'ungsioial

Masih terdapat As€t tetap yang belum
didukung denga! Bukti K€perailikan yang
saI

Masih terdapat pengangSaim yaog heluo
sesuai deDgen kaidah Aku 6rBi yang
berlaku
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BAB IV

TTIJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-lV fteempat)

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak

terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni:

"Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya".

Sedangkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV fteempat)

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah

"Tapanuli Selatan yang maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangur yang
Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari"

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2021-2026 'rakni

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan
Mandiri Berdasnrkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta lman
dan Taqwa (IMTAQ).

2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi
kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang
produktif, dan berwawasan lingkungan.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber
daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan
sarana dan prasarana, Fasilitas Sosial dan umum masyarakat.

4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokasi yang
berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa.

5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi
seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Renqna Strategb (REN.yfRA) BPKPAD Koburyten Tapararii &,latait
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Berikut keterkaitan antara rumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapamrli

Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.3 Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan

Misi keempat fteJV) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan misi

yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

"Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang
berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa"

Untuk menjalankan misi tersebut maka harus dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan yang pada hakekatnya merupakan

pernyataan komitsnen bersama menganai upaya terencana dan sistematis untuk

meningkdkan kinerja" serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan,

perbaikan, penertiban, penyempurnann dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan,

\.ZI S I.
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i/t€nirrgkalkan ku€litas surl$€r daya .rla rrrtaa pc.rbangun ya.tg rrnggrll,
dan irandl.i B€rdaaarkefr ll.rrl Psn€t,tahu€'l Oan T€lknologl (IPTEK)
rr-.L lrr€rr darr T.<fw. (ntTAQ):
M€ntngkall<an poaekorrorrlaar ye ng borlrasls p€itonlan dan ekollorri
kerak).alart ryralalui peryE'lfaatafl dal.l pol,rg€aolaarr arr'rrbor daya loa(d
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MolarriJlt<gn p€rr{'engrirran htresttrd<tur dengan rrErarErnf6ratl<gn
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keteas6<taaaar affaria da't paas-a.la. Falralitas Socaal dan ur?n nn
rnasya.akat-

Monlrrgkalka.r kln€d5 p6rrrer'lrrt*ratr <raGrah rn6lahri rerofir.al t,.rokrssl
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peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset

daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengaw.rsan

dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas

dalam pelaksanaan pemerintahan.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan kualitas dan kapasitas sunber daya aparatur yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Es4 cerdas, keatif, berbudaya, profesional serta

sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan

daerah dan mewujudkan kepuasaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang

baik dengan prinsip partisiparif, transparansi, kesetaraan, berwa*asan kedepan,

akuntabilitas, responsibilitas, profesional yang adil dan maju, lebih berdaya guna dan

berhasil guna, berkesinambungan berlandaskan agama dan adat budaya.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupten

Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada misi keempat fte-IV) pada tujuan

keempat (ke4) sesuai dengan RPJMD T A2016-2021 adzlah:

"Ter*ujudnya kinerja pemerintah Daerah melalui Reformasi Btokasi yang

Berkesinambungan"

Untuk Badan Pengelola Ke"angan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan tujuannya :

"Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah"

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuanngan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan tujuan Pemerintah

Rm(,lna Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabuqten Tawrnii klatan
Tahun 2021 - 206
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fudan Pengebla Keusngan, Pendapatan dan Aset Doerqh
Kqbupqten Tapanuli selatan

Kabupten Tapanuli Selatan sesuai dengan misi keempat (ke-IV) RPJMD TA 2016-

2021 pada sasaran kelima (hurup e) adalah:

"Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa"

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Sasararmya :

"Meningkahya kualitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah"

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta kine{a BPKPAD

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun202l-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Rengrnd strategis (Rmrs-rRA) BPKPAD Kabuwten Tclpat:lllli selatan IV-4
Tq.lrun 20,21 - 2ofr



E!
o

E

o\o(, .t

=r
= 

..t

F.rFE
6J--
6lq

6lGl5
-u)

OAEd
L.

L',llt

X6.Y
e6
-Li9
63 it,

.!!

F.n
.id

.E

E$
6rE
EGI

1=

lr.!
i:o
,r Eo

Etr
5ct

F

Pil

ad
<E
E$]J ti
ss
it t*ts
E(l
^c)v

ll

v
(J

q,

CJ
'13

a

E

E

B
a.

B
a.
€
Bv
a
s
.0

e
e.
H
2
ki
5

E3
ET

N

ERtre

{fl

K < E Pi

5 Sb:5 6
g.E b 9 E i

5

I

.

F F

t

F
B

,F

-

a.
B

s
z

-{
2

.rj q g iii -

E5g5E
o € E F4,E:EE
FE +.i i

g.. i8o -E e

E3 E5 f;;J E

8e 3 8.3 B.€ 9.€ 3

*,.ii-a-Eb
g53d6s

EEE 5,

6 C E 45
5€g >E

eE!g r
E [EEE

1

F

.sB
cE a

9pt &a-

F

z
F
.t

,.]I
2
Ar

F
z
F

V

Fz

z
E

E
z
v

F
I
z

<

z
F

z
E

z
c
-F

Fi

8i

F

F

F

F
Ftio

FT

z

A
U
F

F

Qe
2A
;<

tr

1F
F

t

1RF

d,
c:(4'
)l-

do<
>q
c2
EE

6 .-r!'a { i q

s IEpil :'E
; 'h't-Et-tE,*
ETEEgE i?EiE,s; Ief _E 1t [_E_E

z
F
a

,lp
z

F
z
F

p
E
v
a

V

e

:<

F

z

2
?

z

a
oz

!z

tl

il
H
z

z

5v

Fp

zr
F
v

i

!

o
A
ta

c
?

€
E

a

6

E

q)

q)
!t

b!
G€

I

6
,-t

U)

o0

c
a '1,

EE
E.lc-
r4€



8"

8.q

a

8.

I

t

a

.5

E

3
s

I

E.

B
E

a

€

o

€E E r
E* E *
'Ula q o
.qc I O

-EE I =, R3t s .E :
cn a c0 d

E$ H I IF
fE= r * EE IFE; 5 E Hq EEea € ? .3E i
TaE F t 6;iE
c - P - aE .- !

$EE e € rEEi
gtsE P € E$s€
=.E E E 8"4:€
BFe €q F EgEE

iEg $E E' iEEE
EfiB EBEE.EE gf,

E;$ fiiiEBFEE

EEEB€EFFFFF
BEi - EE $E ,EE .Et
;BE E ; F; E $E ;E
N I.? 6 RE Fd 3; K:

'a-,r
J#3
oi<
6? F

E +s 6

.
?

€
&

EI

5

,
o
g

!
d
4
b
8

E

E
&
-i.

!-

'a
C

1
6
€

g

5

B-

n

E

E
E
o

'a
,2

a

l.€;r I9; E b 6E; EE€

^4 
Z); -

E" g i.E.E

<E
PS

Eg
$E
iiE.r5t<

ES
B.&ts
E(lPlz
i
t
E
;l
v
U

5

e
U!
€

tl

E
o
a.

.lx
a
u
a

dt-t;z
lrl(

otxgd
t1
h

ERtrE

Z'N

F

tF
F

F
?t-
q8
F

F
-H-
a'F
F
t-

F

F
-@^

{E
F

i-

xR
t

a<
7>

z
-F

z

(,
F
a/
.-

o<
>d
!2
2!

z

z
=
=F

I
E
a!

!!
I
!l
c
?
!t
al
o

o
c

L
2
cl'd

q1

Ja

U
a

rn
q0

a
tl
h0

A

&
a

6
2
c
a
e
A

a

a

.c

t

00

a

at

,)'e
EgqQ
(lrt
A-



fudan Pengelola Keuarlgan, Pendapatqt dtn Aset Daerah
Kqbupatet Tapanuli Se lo'tan

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun kedepan akan

diprioritaskan kepada sebelas (l l) Prioritas, yakni

l. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokasi di Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan;

2. Peningkatan Dan Pemenuhan Akses Pendidikan dan Keterjangkauan Layanan
Pendidikan;

3. Peningkatan Kualitas dan Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Infrastruktur yang mendukung peningkatan Daya Saing Perekonomian

dan Nilai Tambah hoduk Daerah;
5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Perkebunan,

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
6. Meningkatkan Pengembangan Wilayah Yang berwawasan Lingkungan serta

kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana;
7. Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Masyarakat;
8. Pengembangan Kepari wisataan Daerah;
9. Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga;
10. Peningkatan Pelayanan Publik Yang berkualitas;
I 1 . Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal;

Prioritas yang diemban dan selanjutnya akan menentukan indikator kineda Badan

Pengelola Keuanngan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

adalah Prioritas pertama fte-l) Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu

"Peningkatan Pelayanan Publik Yang berkualitas"

T abel 4.2. Keterkaitan Antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Tapanuli Selatan dengan Program pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2021- 2026

lsu PrioritasNo

Program Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Program Pen gelolaan Pendapatan
Daerah

I knplementasi
Reformasi Birokrasi
Pada Setiap Aspek
Pembangunan

Peningkatan
Pelayanan Publik
Yang berkualitas

Rencr;na Strategis (RENSIRA) BPKPAD Kabupaten Taryrwli klat@t
Talrun 20.21 - 2026

Program

I 2 -) 4
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BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting

dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalan kurun waktu 5 (lima) tahun

serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi. Untuk

mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2021-2026,

maka pemerintah daerah menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuanngan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan Misi Pemerintah

Kabupten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada misi keempat (ke-IV) dan

Sasaran kelima (hurup e) sesuai dengan RPJMD TA 2016-2021 dengan uraian sebagai

berikut:

Misi keempat (ke-lV) :

"Meningkatkan kinef a pemerintahan daerah melalui reformasi birolcasi yang

berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa"

Sasaran kelima (huruf e):

"Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa"

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Sasarannya :

"Meningka0rya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah"

Re,|.rrino Strategb (RENSTRA) BPIQAD Kabuwten Tawruii selst@t
Tqfun 20.21 - 2ofi

v-1
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kdan Pengelola Keuangdt, Pendarytan dol Aset Doerah
Kobuqten Taparurli Selatan

Strategi yang diletapkan sesuai dengan RPJMD TA 2016-2021 adalah strategi

"Peningkatan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Berbasis IT dan Bekerjasama dengan Pihak Penegak Hukum"

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Strateginya :

"Peningkatan sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset
daerah"

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman rmhrk mengarahkan pemerintah daerah

dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan mempedomani ketentuan yang berlaku,

penyusunan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-

2026 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan pilihan program dan

kegiaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

daerah selama kurun waktu 2021-2026.

Penekanan fokus alau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki

kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah

ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat

pada gambar sebagai berikut:

Ren6;na Strdtegis (RENS"nA) BPKPAD Kabupaten Tapnuli seLato,t
Tall/JJI 20.21 - 2o?f

v-2
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2024 2025

I.ncl..lrr
Sqib.. Ory.

,r!.m f\.!lref.i
?TruIS.lr.n
,rry hodrJlt,

Iriidlln

2023 r
Gambar 5.4. Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan

dan isu strategis yatrg tedadi pada saat ini dan hendak diselesaikan dengan

memperhatikan pengatunm ketersediaan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap

tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode

lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapar 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Arah

kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan penmusan strategi yang dipilih agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima)

tahun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten

Tapanuli Selatan periode 2021 -2026

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2022)
Arah kebijakan pembangunan tahun pert"rna difokuskan pada upaya untuk
mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk
segera ditangani, antara lain: penguatan dasar tata kelola pemerintahan untuk
penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan infrastruktur transportasi,
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permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menunjang investasi serta
perekonomian masyarakat yang menunjang kepentingan orang banyak. Selain itu,
upaya pembenahan birokasi panerintahan yang lebih al'untabel dan transparan
serta penyelenggaraan pelayanan public yang lebih baik menjadi fokus prioritas
yang akan ditangani pada tahun pertama. Berdasarkan hal tersebut maka tema
pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2022 adalah.
"Peningkata kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tapanuli selatan menuju

Tapsel Yang Maju".

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2023)
Dengan melanjutkan arah kebi.iakan pada periode sebelumnya, arah kebijakan pada
tahun 2023 menitik beratkan pada pengembangan Sumber daya Manusia
Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tema:
'?embentukan Sumber Daya Manusia Pembanguan Yang Sehat Qsldas den

Sejahtera".

Arah Kebijakan Tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2024)
Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan menitikberatkan kepada
menciptakan Sumberdaya Alam dan produknya dapat mendatangkan hasil yang

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat
agar hidup lebih sejahtera dan tetap memegang prinsip berkelanjutan yang di tandai
dengan pemanfaatan sumber daya alarn produktif yang tetap memperhatikan
dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga pembangunan yang akan di pacu
tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sehingga tema pembangunan kita
adalah:
"Menciptakan Sumber Daya Alam Kabupaten Tapanuli Selatan yang Produktif

dan Lestari".

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun
2025)
Arah kebijakan panbangunan tahun keempat adalah untuk:
"Memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-
upaya yang dilakukan pemerintah daerah".

Arah Kebijakan Tahun Kelima RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tahun 2026)
Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022-2026
merupakan tahap konsolidasi untuk:
"Memastikan te{adinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan".

Menindaklanjuti tahapan dan fokus pembangunan di atas, maka arah kebijakan

tiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang

c

e

Re,acrina Strategis (REMSTRA) BPKPAD Kabuwten Tawrulli &lat@l
Talnm 2oa - 206
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selanjutnya disajikan dalarn keterkaitan strategi/prioritas pembangunan jangka

menengah dengan arah kebrjakan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selrtan Tahun
2021-2026

Arah kebijakan yang ditetapkan pada Baden Pengelola Keuanngan, Pendapatan

dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan strategi yang ditetapkan

untuk mewujudkan Misi keempat (ke-IV) Pemerintah Kabuptan Tapanuli Selatan, yaitu:

Strategi : Pertama (ke-l) yaitu :

"Peningkatan sistem administrasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
berbasis tT dan bekerjasama dengan pihak penegak hukum"

Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Strateginya :

"Peningkatan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah"

Arah Kebijakan

"Meningkatkan cakupan dan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan,
pendapatan dan aset daerah berbasis IT dan beke{asama dengan pihak penegak hukum"

Arah Kebijalan
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Fokus poobangunan
pada tahun ini menitik
beradiaa pada
peningkalan L-ualitas
kehidupon mas-varakat

secara menyeluruh.
terutarna pada
peningkdrn
irfrrtultur- fasilitas
uouo,Pertumbuh6tl
ekonomi. sehitrgga
masl'arakat
mempunyai bekal
yang cuhrp untuk
lebih produkif dan
mandiri

Fokus pembangrman

-vaq alia dilakukao
yaitu Perdidika!,
kesdarar, dan
pemerintahan. FoLus
pembangunar tahun
ini mengarahlm pada
pembagunar sumber
drya manusia yang
unggul dan sejahterq
sehingga masyarakat
Taparuli selat@
dryd bersailg
dengan masyaralit
luu.

Fokus pembangunm
torksit denge HEI ini
yaitu menciptakan
Sumberd4va Alam
yang produkdf dm
lestari, sdringga
sumber daya alam dan
pncduknya hams
dapal mendat ngk@
hasil,ve8 deaa
dimanfaatkan untuk
be64ai lepentirgan
dan kebutuha hidup
nas,varalat agar
hidup lebih sejdrtera

Fokus pembangunan
pada tahu 2025 ini.
peobangunan
Kabupde{ Teanuli
Selatar
menitikberatkm pada
pemerat er
pembanguoan pada
segala bidang 1"ang
bglum tuntls
dilall iar pada tahun
sebeluoya

Fol-us pembangunan
p€merintah Kabaupaten
Taparuli Selraa
menitikberalim
p€mbangutrdr disegala
bidang yaitu p€dngkda,
kualitas hidup masyara[at
melalui penurunar titrgliat
keoiskiam dm
pemenuha pela,vanm
dasa masyarakat,
pemerataa peorbangunal
infr astrultur, konekti vitas
dan pengembmgm
uila'"vah, peninghaan
pertumbuhm ekonomi,
dal pengelolaan
lingkungatr hidup sena
penirykatan pelayanan
public dar tata kelola
pe6edntahan

Ren(,na Strategb (Rm{,yrRA) BPKPAD Kabupoten Taparla'/,li s€lato,t
To,hun 2o2t - 206
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Untuk Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan Arah kebij akannya :

I . Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDIr,I)

2. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah

Berikut akan akan ditampilkan Tabel Keselarasan Antara Strategi dan Arah

Kebijakan Dengan Pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Misi Badan Pengelola

Keuanngan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan:

Rern(,ina Strategis (RENSTRA) BPI@AD Kabuwten Taprutli *latan
Talnrn 20.21 - 20.26

v-6
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53. Program Prioritas

Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi Dan Misi Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 Program-program pembangunan Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan program prioritas yang secara

spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-

masing arah

kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi dan misi KepalaDaerah, secara

langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi danmisi Renstra OPD yang

dimaksudkan sebagai f,rngsi pelayanan OPD kepada masyarakat. Program Unggulan

Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026.

dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020

Tentang Hasil Veifikasi dan Validasi Pemuhtakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program

unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TapanuliSelatan Tahun 2021-2026

adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayalan Dasar

Pada urusan ini program yang digunakan sebagai berikut:

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
Program Pengembangan Permukiman;
Program Penataan Bangunan Gedung;
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
Program Peny el enggaraan Jalan;
Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Rmca na Strategis (R N.9IRA) BPKPAD Kabuwten TaWuIi klat@l
Toh)m2o21- 6

v-8

t.
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17

18

19

20
21

22
23

Program Pengembangan Perumahan;
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
Program Penanggulangan Bencana

Program Pemberdayaan Sosial;
Program Rehabilitasi Sosial;
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pada urusan ini program yang digunakan sebagai berikut

1. Program Pelatihan Ke{a Dan Produktivitas Tenaga Ke{a;
2. Program Hubungan Industrial;
3. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaar Perempuan;
4. Program Perlindungan Perempuan,
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha);
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan

Kemandirian Pangan;
8. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
10. Program Pengaw,rsan Keamanan Pangan;
1 l. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
12. Program Penatagunaan Tanah;
13. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Hidup;
14. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
15. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
16. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Pen5niluhan Lingkungan

Hidup Untuk Masyarakat;
17. Program Pendaftaran Penduduk;
18. Program Pencatatan Sipil;
1 9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Program Penataan Desa;
2 I . Program Administrasi Pemerintahan Desa;
22. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan

Masyarakat Hukum Adat;
23. Progran Pengendalian Penduduk;
24. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb);
25. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
26. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (LLAJ),
27. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
28. Program Aplikasi Informatika;
29. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Miko

(UMKM);
30. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3 l. Program Promosi Penanaman Modal;
32. Program Pelayanan Penanaman Modal;
33. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;

Renffina Strategis (RENSIRA) BPKPAD Kabupatm Tarxltruli &lat(fr. V-9
Tahtm 2021 - 20.26
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34
35

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
Program Pembinaan Perpustakaan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Pada urusan ini program yang digunakan sebagai berikut:

l. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Prograrn Perizinan Usaha Pertanian;
10. Program Penyuluhan Pertanian;
I l. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
[ 3. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota,

Benkut akan akan ditampilkan Tabel Arah Kebijakan Pembangunan Badan

Pengelola Keuanngan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun 2021-2026

Renc{:no Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kaburyten Taryalli Selatotrl
Tahun 2ozt - 2ofi
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Renc,lna Strategb (RENs?RA) BPKPAD Kaburyte Tap/J:rtllt *latql
Tahutt 2o2t - 206

VI-1

6.1 Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pend"naan progam pembangunan

jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Penghitungan kerangka

pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauhmana relevansi

kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah

dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Perhihrngan kerangka

pendanaan menjadi dasar dalam alokasi anggaran tiap urusan penyelenggaraan

pemerintah daerah.

6.1.1 Target Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pennendagri) Nomor. 050

Tahun 2020 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek

Pendapatan, aspek Belanja dan aspek Pembiayaan.

Aspek pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan

Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Aspek belanja daerah meliputi

Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Sedangkan Aspek Pembiayaen mglipuli Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

Pembiayaan.

Kerangka pendanaan untuk aspek Belanja dan aspek Pengeluaran Pembiayaan

Kabupaten Tapanuli Selatan diuraikan sep€rti tabel dibawah ini,
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Tabel 6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2021-2026
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Kapasitas rill kemampuan keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk aspek

Pendapatan dan aspek Penerimaan Pembiayaan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2. Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
202t-2026

Hasil perhitungan kerangka pendanaan menjadi dasar alokasi bagi setiap

urusan dan program-program perangkat daerah. Program Perangkat Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan berisi progmm-progam pembangunan baik untuk mencapai visi dan

misi Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

(SPM), pencapaian SDG's dan penyelenggarium urusan pemerintahan daerah. Adapun

pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia

No. Ursian
2022 2023 2024 2025

1 Perdapatan 1.305.652,27 1.327.548fi 1 .346.291 .88 1.3&.:264,74 1.379.414,67

2 Penerimaan Pembiayaan 63.600,62 60 124,05 60.434,64 57.444.U 61.603,24

1.369.253 1.387.672 1.4lf,.127 1 421.7@ 1.441.018

\Dikurzngi):

835.758,14 838.321,64

549 350,66 563.455,87

841.584.38

580.125,00

844.000,25

597.017,66533.49r.75

VI.3Rawnta Stratqb (RENSIRA) BPKPAD Kabuwten Tap0f]JJli *lot@t
Tq.hun 20.21 - 206

Prcyoksi

IOTAL PENERIMAAN

843.270,65
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untuk penyusunan progam dan kegiatan tahunan, dimana program-program prioritas

yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan

sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat

Daerah, tennasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan-

Berikut indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan pada Badan

pengelola Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2021-2026.

R€,tc,na Strategis (RENSIRA) BPKPAD Kaburtr,ten Talnmii &;latan
Talum 2c.21 - 2c.2f

VI-4
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Selanjutnya indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan pada Badan

pengelola Keuangan, p€ndapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tahun202l-2026.

Rmcana Strqtegis (RENS"RA) BPKPAD Kaburytm Tarynuli Selatotl VI-6
Tahun 2021 - 2026



a

c a
a

I

I
a
z

3U I

a
a

E

E a
a

6

s

s
a

9 I3E

a

a
c

B

r

I $I c 9 I I3E

a

!

E

a
a

$ 3

E E e -a
g I

=E
_8 a

E t c
a

E E

R
E

:
*

E

*

I tE 6 a:E I

E
a
s

a

E

s
E!

e ? e c a:E E

a!ie a

ii.

rg
! ii r

iFt:i

,
lr r

jgll

lr

i;: tli!r5t

E,!E
ldEs
.EEE

I
tl

I

f
ITt

rll
iFII

I

it
El
F!

. *-
ETI!r:
:!;

tii
".tiiti;5A

!-r

!Fii

i!it:Is
t!

t

lT
II

1i
re

!I

;EEE

c;E a
I

:sa 9i!:Es -eEa :EB

s

!at EaE
a-
EEai33 iBB

E-
qaB d8E aaE C:E

a s

III
I I I III

I
T

TI
I
T
II
II
TIII
I

TIII
IIIIIIIIIIIIII
I II

llllIIlI TIIIITI

I
I

I
rr

5

s
E
:t
cl

a
clY

s
d

e
h2
lIJ

s

BEpa
t'rox
ER
llc

qE

o
o,
4)

c,!\a
.3e!
cT
ETGlal

6a

a!=
6-G
!F

^o;
-cl6roEA

==
oGl\-/ a
6F

{, l,l.9e
oll
;6
>, 14
EEqtd
d-
bn(leaX-

lD;
ac,
€qtE!
oi)

d,4a'a E!6E.,:l 6
!6E .,/

=\o
o
€

"ce

8A
TE
<s
.ss
BE
9Ct

€ -E-

&s
op
S
v
c,

E

t
t1]I

I

:

c

E I

a

a

sEr

iti
IitI



,
a
I&

B EE E

a
E

iE

:
! :

a
a

E

a
,
g

E g EB ? E E EiE

:
3

a

a

:

, a
e g E.rE 3

E =

E g a a I5s a
E

a

5
s
a

B

e
E

a

a

E

t E g g

=3
E

:

a a

:E

a

E

a

s

I ! g 5 a 5.=t 6 a E

t 5 t!ia
a
I

iPz

ir
It
e!:

lrtt
3ii

EB 13ttrt
!rqz iiir

t:

;i:

E-:
till
! !t

E.=E

EgHg

lrll
TI

1"
Ei

FE rt

-lrtq I
r!?!it

r

I

E

Ir
TE ;iri

a

itrr
I!F:

lr
1X{i
;J

9rf,t

iE.E
E iEA

:ES :aE:ds 93s :ds gga

a-
iBa sag

3-
c5E rat sa3

Ea

II

II
I

IIIIII

IIrrI

III

I

I

I

I

IIIIIIIIIIII

I

I

I

I

I
T
T

I
T

TII

E8
6E

;ItP
BS

$B

&e
c\!

s
v
ss

&
BrcI

E

B
a.
-d
F!

t3
a-

dx
I
dv
a

g
v)
2I{t
.3 .^

Pc{
_6i

- a,l

a

e

E

!l

JI

;83



kdan Pengelola Keuongan, Pendapat<n d@t Aset Daerah
Kabupaten Tapandi Se latan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG T]RUSAN

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Hal ini dihmjukan dari akumulasi pencapaian

indikator oulcome progam pernbangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian

yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada

akhir periode RPJMD yakni tahun 2026.

Suatu indikator kine{a daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kine{a program (outcomes) terhadap

tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupafi tersebut,

merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kine{a program yang

bersifal outcomes yang dilaksanakan OPD.

Selanjutnya indikator kinerja program yang tenrkur dilaksanakan OPD merupakan

agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan

yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kineqja juga dapat

memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan

target kineda dinydakan dengan jelas pada tahap perencanarm dan akhir pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target

kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka

VII-IRen(nna Strdtegis (REN,SrfiA) BPKPAD Kabupaten Tapotuli klatan
Tahtot 2o2t - 206
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menengah daerah dan memenuhi kJiteria specfic, measurable, ochievable, relevant,

time bond dall continously improve (SMART-C)

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator

yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka

perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebu! antara

lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pernbangunan

daerah, daya saing daerah den daya tarik investasi.

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat

keberhasilan kine{a daerah diukur dangan indikator-indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPN,f) urusan wajib, Indikator Kine{a Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya

yang digunakan Pemerintah dan diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan

kuantitatif untuk 61sa1gdahl6nn pengendalian, evaluasi serta laporan

pertanggungiawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati

disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah

sebagai faktor penentu keberhasilan kine{a daerah. Sedangkan rumusan indikator

kinerja progmm OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator

kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

7.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

lndikator Kine{a Utama (IKt) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui

hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan

penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian

target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran

tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator progam.

Rmcina Strategis (RENSxRA) BPKPAD Kaburyten Taryroii *lotan
Tahw 20.21 - 206
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Berikut ini penetapan Indikator Kinefa Utama (lKU) Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2021-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2022-2026

7.1.2 Indikator kinerja kunci

lndikator Kine{a Kunci Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasamya,

digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah

direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator

kinerja harus ditetapkan s€cara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian

pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah

tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kine{a pelaksanaan

pembanguoan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan

daerah sebagai Indikalor Kine{a Kunci (key performance indicator). Sebagaimana

lazimrya sebuah alal ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja progam

pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi lciteria sebagai berikut:

I . Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;

No lndiketor Satuan
Kondisi
Awal
(2020)

Targc{ Capaian Kinsria
Kondisi
AkhirTarget

2022
Target
2023

Targot
2021

Target
2025

Targ6t
2026

1 2 3 1 5 6 7 I 9 t0
,1

lndeks P8mbangunan

irlanusia( IPM)

Point 10,12 70,77 71,08 71,38 71,67 71,95 71,95

2 Persanbsa

Perfumbuhan

Ekonomi

0,39 2,40 4,90 5,12 5,30 5,46 5,46

3 lndeks lnlrasfuktur v" 5'1,03 52,11 52,60 53,21 53,91 54,54 54,54

4 lndeks Reformasi

birokrasi

Porsenhs6r
Gangguang
(etontraman dan

Ketortiban Tortangani

Kategori

85,M

B

85,64 88,00

B

90,45

BB

92,00

BB BB

Rsnstna Strategis (RENS?R {) BPI@AD l@buryten Tapatuli &lat@l
Talrun 20,21 - 206
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2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;

3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program

pembangunan daerahl serta

4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinet'a utama progam pembangunan

daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada 202l'2026 merupakan capaian

pembangunan. Sedangkan penetapan Tahun 2021-2026 berisikan data indikator

berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari

tahun sebelumnya. Penetapan indikator kine{a daerah dalam dokumen RPJMD

diuraikan dalm tabel berikut:

Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Pencapaian
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun202l-2O26

Renqrna Strqtegis (RENS?RA) BPKPAD KrLbu4ter. Tspanuli 9;lqtan VII4
Tahutr 20.21 - 206

No Indikator Satuan
Kondiai
Awal
(2020)

Targot Capaian Kinoria
Kondisi
AlhirTarget

2022
Targct
2023

Target
2021

Target
2025

Target
2026

t 2 3 I 5 6 7 I I 10

lndikatorTuiuan Pon$angunan KabuPete Tapanuli Selatan Tahun 2022'2026

1 lndeks Pambsngunan

lvlanusia (lPM)

o/o 70,12 70,77 71,08 71,67 71,95 71,95

2 Pers€nhsa
perfumbuhan

ekonomi

o/o 0,39 2,40 4,90 5,12 5,30 5,46 5,46

3 o/o 51,03 52J1 52,60 53,21 53,91 54,54 54,54

4 lnd€ks Reftrrnasi
Birokrasi

Psrs$hsar
Gangguang

K€tsnfaman dan

Ketsrliban Teftngani

Katego{i

o/o 85,64

B

85,64

B

88,00

B

90,45

BB

92,00

BB

95,00

BB

95,00

lndikator Sasaran Ponrbangunan Kabupaton Tapanu[ Selatan T$un 2022'2026

1
Angka Rata-Rab
Lama Sokohh

Tahun 9,28 9,35 9,40 9,45 9,50 9,55 9,55

2
Angka Harapan Lama

S€kohh
Tahun 13,24 13,32 13,36 13,40 't3,44 13,48

3
lnd€ks Kerukunan

Umat Boragama
Yo 65,00 68,00 69,00 70,00 73,00 75,00 75,00

4 Umur Harapan Hidup ok 64,91 65,26 65,91 66,21 66,56 66,56

5

Porsenbse
Psningkabn sistsm
aplikasi infomatika

o/o 68,89 77,78 86,67 91,11 100,00 '100.00

71,38

lnd€ks lnlrastuktur

13,48

65,56

82,22
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No lndikator Satuan
Kondisi

Awal
(2020)

Targ* Capaian Kinerla
Kondisi
AhhirTarget

2022
Taruet
2023

Targst
2021

Target
2025

Targst
2026

I 2 3 4 5 6 7 I I 10

6 Nilai Tukar Petani Nilai 101,95 102,15 't02,35 102,55 102,75 102,95 102,95

7
Pendapahn
Pe*apita

Rp. Juta 48,66 54,06 54,60 55,70 )o,lD 56,26

8 lndeks Gini Rasio Nihi 0,20 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

I lndeks Kualibs
lingkungar Hklup

point 85,64 71,'t4 71,52 71,89 7?,27 72,65 72,65

10

Pers€nbso
Penduduk Dibawah

Garis Kemiskhat
(%)

o/o I,47 8,44 8,42 8,40 8,37 8,34 8,34

11

PoIsenhse
Peningkahn
lnveshsi di

Kabupat€n/ Kota

vo 317,99 '10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 '10,00

12

Pers€nbse panjang

Jaringan jahn dalam
kondisimanbp

68,12 69,76 70,60 71,45 72,31 73,17

'13 Ketaatan brhadap
RTRW

o/o 85,00 87,50 87,50 90,00 90,00

14
P6rtrmbuhan PDRB
S€ktor

7 ,32 8,07 8,47 8,90 9,34 9,81 9,81

Rasio Luas Kawasan

Permukinnn ra*an
banjiryang
btndungi oletr

lnsfrastrutJr
Peng€ndalian baniir
diWS Kore.rangdr
Kab/ Kota

17,84 18,02 18,38 18,56 18.94 18,94

16

Pers€flbs6
Lingkungan yang

Teriab

ok 23,95 24,19 24,31 24,43 24,56 24,68 24,68

17

Persglbso
pelayarnn publik

berbasis bknologi
informasi

o/o 99,00 100,00 100,00 100,00 '100,00 '100,00 100,00

18 Jumlah Desa Nhju Desa 7,00 21,00 25,00 30,00 35,00 40,00 40,00

19
lndeks Kopuasaan

masy akat
Kategori B B B BB BB BB

20 lndeks Dernokrasi Point 60,00 64,00 65,00 67,00 68,00 70,00 70,00

21
Opini BPK Terhadap

Keuanqan Daer-ah
Nihi WTP WTP WTP WTP WTP WTP

LAKIP Nihi B B BB BB BB BB

,? IPPD (skor) Skor 3.2225 3.3000 3.3050 3.3100 3.3150 3.3200 3.3200

24 [raturitas SPIP Level 3,5480 3,6000 3,7000 3,8000 3,9500 3,9500

25 SPBE Level 2,80 3 3 3 3 3 3

26 Kapabilibs APIP Level 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

oto 95,0027
Persenbse Tingkat

0,00 91,00 92,00 93,00 95,00
Konflik

Tahun 2oa - 206

94,00

VII-5Ren(,lna Strategb (RENSIR{) BPKPAD Kaburytm Taryatli *lo,ton

55,15

73,17

87,50 90,00

o/o
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No lndikator Satuan
Kondisi

Awal
(2020)

Target Capaian Kineria
Kondisi
AkhirT.rgd

2022
Taryet
2023

Target
2021

Target
2025

Target
2026

I 2 3 1 5 6 1 8 I 10

dan Gephk
lvlasyarakat

28
Persentase

Pangan

Rasio Jumldr Ruma

Layak Huni Terhadap

Jumhh Rumah

ok

vo

10,00

80,36

20,00

81,54

40,00

82,13

60,00

82,72

80,00

83,31

100,00

83,90

100,00

29 83,90

30

Rurnah Tangga
Pengguna Air Borsih
(%)

o/o 69,95 7 2,63 73,93 7 5,23 76,53 77,83 77 ,83

31
Rumah Tangga

Bersanitasi(7o)
42,20 44,81 46,31 47 ,81 49,31 50,81 50,81

Porsentase

Penyalesaian
pslgaduan
perlndungan
perempufl dan and(
dari tindak kekerasan

Yo 80,00 85,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00

Selanjutnya, Hubungan Penetapan Indikator Kine{a Daerah dengan Kinerja

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

T ahun 2021-2026 adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.3. Hubungan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 202r-2026 Dengan Kinerja Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 202l-2026

No Ind ikator Satuan
Kondisi
Awal
(2o2o)

Target Capaian Kinerja Kondisi
.4.khirTrrget

2022
Target
2023

Trrget
2024

Terget
2025

Target
2026

I , 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Saseran Pembengunan Kabupatm Tapanuli Selatan Tahun 2022'2026

I

Opini BPK
Terhadap
Keuangan Daerah

Nilai WTP WTP WTP WTP WTP

Indikrtor Kinerja utama (IKU) Badan pergdoh Keuangen, Pendapat n dan Aset Daemh Kabupalen
Trpinuli S€latatr

I

Opini BPK
Terhadap
Keuangan Daerah

Nilai Vr'TP WTP WTP WT? WTP WTP WTP

Indeks pengelolaan
keuangan dan asset

% 94,40 94,41 94,42 94,43 94,43 94,44 94,44

R.,tc,lna Stategis (RENS'IRA) BP@AD Kabuqtqt Tapmii *lato4t
Talrun 20.21 - 20*

VII-6
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No Indikator Srturn
Kondisi
Awal
(2020)

Target Capaiatr Kinerja Kondisi
AkhirTrrget

2022
Target
202s

Target
202/

Trrget
2025

Target
2026

I , 3 4 5 6 7 8 9 l0
daerah

3
Rasio Realisasi
PAD terhadap
target PAD

% 96,89 9't,oo 97,89 98,21 98,98 99,00 99,00

Apabila dihubungkan lagi dengan bidang urusan Keuangan yang dr jalankan

BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.4. Hubungan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Pencapaian Penyelenggaraan tlrusan Pemerintahan Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 Dengan Bidang Urusan

Keuangan yang dijalankan oleh BPKPAD Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2021-2026

5.2 025.02.0
.00.0.
00.03.
0mo

Ren(xrna Sr|ateqis (R&Y,'IRA) BPIiPAD Kabuwter Taltru].{i klotan VII-7
Tahun 2021 - 20.26

xode
Bid.r8 Urusat/

lnd qto. Satuan

l(o.ldisl
Atxal

{2020)

T.ryet Capai.n l(inetja
xoodtsi
Akht.Target

2022
Target
z,24

Target
m25

TarSet
2026

1 2 3 4 5 7 8 9 10

5.2 (EUANGA'{

5.2
5.02.0.00.0
00.03.0000

Eadan Pengelola l(cuan8an. Pend.patan dan Aset Daerah

5.2 5.02.0
.00.0.
00.03.
0000

01 cakupan Pelayanan

Administrasi
Pemerintahan,
Pembangunan dan
Kemasyarakatan (%)

100 100 100 100 100 100 100

Opini BPKTerhadap
Laporan Keuadgan

Daerah

Nilai

Rasio Dokumen
Pengan8garan yang

tepat waktu terhadap
dokumen
penganggaran

Rasio realisasi belanja

daerah terhadap
perencanaan belanja

daerah

% 100

94,43

100

94,45

100 100

94,44

100 100 100

94,4'1 94,49 94,50 94,50

Rasio Penyaluran

Alokasi Dana D6a
(ADD)te,hadap
Target Alokasi

86,50 a7,27 a7,4r a7,97 88,5s 88,9s 88,95

Penyampaian
Laporan keuangan
pemerintah daerah

tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100

Tatct
20g

5
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l(ode
BidarE Ulusan/

lndikaatol Satuan

l(odisi
Awal

{2020)

Target Capaian l(ne.ia

TatBet
m22

Taltet
2{23

Target
m25

Tartet
2026

I 2 3 6 7 8 9 10

Opini BP( Terhadap
Laporan l(euangan
Da€rah

Nilai

5.02.0
.00.0.
00.03.
0000

03 Rasio realisasi
pemenuhan barang
dae.ah terhadap
kebutuhan barang
dae.ah

83,15 83,18 83,20 43,27 43,22 43,24 43,24

Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan
Daerah

Nilai WTP WTP

5.02.0
.00.0.
00.03.
00@

04 Rasio Realisasi PAD

terhadap targ€t PAD

96,89 97,OO 98,98 99,00 99,00

Nilai WTPOpini EPKTerhadap
Laporan Keuangan
Daerah

Renffina Sffategb (RENCIRA) BPKPAD l<abuwten To.pamrli klqtan
Tdh n 2o2t - 2c26

VII-8

xondisi
AkhirTarSet

m24
4 11

97,49 94,27
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BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) Badan pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan

rancangan panduan kerja bagi Badan Pengelola Keuangan, pendapatan d2n Aset Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rancangan Rencana

Strategis (Rancangan Renstra) setelah melalui beberapa lahapan akan menjadi

Dokumen Rencana strategis @enstra) BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2021-2026. Renstra ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang

erat kaitannya dengan proses penetapan arah pembangunan Kabupaten Tapanuli

Selatan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara

mencapainya, kebijakan dan langkahJangkah strategis apa yang perlu dilakukan agar

tujuan tercapai sesuai visi,misi, dan program kepala daerah terpilih yang disesuaikan

dengan tugas dan fungsi pokok BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Periodesasi dan penyusunan Renstra akan mengikut dan mempedomani Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJI\,D) Kabupaten Tapanuli Selatan yang

disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih,

yakni 2021'2026. RPJMD Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 202l-2026 ini disusun

dengan mempertimbangkan hasil ka.iian dan konsepsi Rencana pembang,nan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, dul

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional @pJMN)Tahun

2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD) provinsi

Re7|,c{tna Strategis (REN,yfRA) BPI<PAD Kabuwten Taparr.tli klat@1 VIII-I
Ta.lla/.n 2021 - 206
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Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Selain itu juga mempertimbangkan asas

kesinambungan dengan program-progam pembangunan yang termuat dalam RPJPD

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 (Peratuan Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan Nomor l8 Tahun 2007), serta mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan sebagaimana dimuat dalarn Rancangan Rencana Tda Ruang Wilayah

Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tapanuli Selalan Tahun 2021-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam

penlusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daenh (Renstra-SKPD)

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya RPJMD Kabupaten

Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 ini akan dijabarkan kedalam rencana pembangunan

tahunan daerah, yalmi Rencana Kerja Pembangunan Daerah GKPD) dan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen

perencanaan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan utrtuk periode satu tahun.

Dengan tersusunnya Renstra BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun

2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga tetap mengacu kepada Rencana Ke{a

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipiro( 2O2l
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